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ANALISISYURIDISTERHADAP PERALIHAN HAK DENGAN AKTA
JUAL BELI YANG BERSUMBER DARI AKTA PERIKATAN JUAL BELI
YANG HARGA JUAL TIDAK SESUAI DENGAN AZASKEPATUTAN
(Studi Kasus Putusan No. 37/Pdt.G/2016/PN.Mdn)

ABSTRAK
LIDYA LORA STELA*

Akta Jual Beli merupakan bukti sah (selain risdklhng, jika peralihan
haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dagumam sudah beralih kepada
pihak lain, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktildengan akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat dalkdaertentu yang masih
jarang ditemukan PPAT yang berwenang menurut kedenperaturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Ra&dPeraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Nasabelum membuat
Akta Jual Beli masih banyak Akta Perikatan Juali BBbuat Akta Notaris
disebabkan berbagai alasan, misalnya: belum luaasaala beberapa proses yang
belum dilaksanakan, sehingga Perikatan Jual Beaga pegangan diantara para
pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagairpangaturan terhadap
harga jual beli para Akta Perikatan Jual Beli? Bagaa kekuatan hukum Akta
Jual Beli yang bersumber dari Akta Perikatan Jueli?ZBBagaimana Putusan
Hakim dalam perkara No. 37/Pdt.G/2016/PN.Mdn? Reanelini bersifat yuridis
normatif (metode penelitian hukum normatif), objgkng dianalisis dengan
pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan neefeenelitian yang mengacu
pada norma-norma hukum yang terdapat dalam penapgrundang-undangan,
yang diteliti bahan pustaka atau data sekundery yaencakup hukum primer,
sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengatuerhadap harga jual
beli dalam Akta Perikatan Jual Beli berdasarkarepakatan para pihak yang
melakukan Akta Perikatan Jual Beli, Kekuatan Aktal Beli yang bersumber
dari Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh AKataris sangat lah kuat dan
menjadi akta otentik, Putusan majelis hakim dalanerkgra No.
37/Pdt.G/2016/PN.Mdn menyatakan gugatan Penggidgdt tlapat diterima dan
menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkamg gampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp.3.620.000,- (tiga juta eratos dua puluh ribu rupiah).

Kata Kunci: Akta Jual Beli, Akta Perikatan Jual iBn Azas Kepatutan.

"Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Programca®asiana  Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara



JURIDICAL ANALYSISOF RIGHTSTRANSITION WITH ACTION
SELLING BUYING WHICH 1S SOURCING FROM THE ACTION OF
BUYING SELLING WHICH SELL ISNOT COMPATIBLE
WITH THE PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL
(Case Study of Decision Number 37/Pdt.G/2016 PN.Mdn)

ABSTRACT
LIDYA LORA STELA*

Deed of Sale and Purchase is valid evidence (dtigar auction minutes, if the
transfer of rights through auction) that the lamd duilding rights have been
transferred to another party, can only be regidtefgoroven by a deed made by
the Land Deed Making Officer or Camat in certaieaarthat are still rarely found
by the authorized Land Deed Making Officer accogdia the provisions of the
prevailing laws and regulations. This is in accowa with Article 37 of
Government Regulation Number 24 of 1997 concerniragd Registration.
However, before making a Deed of Sale and Purctiese are still many who
make a Sale and Purchase Agreement Deed made @alNDi&ed due to various
reasons such as not yet paid or there are seveyeégses that have not been
implemented, so the Buy and Sell Agreement is d hetween the parties.

The problem in this study is how to regulate thke sand purchase price of the
Sale and Purchase Deed? How is the legal stremgiie &ale and Purchase Deed
originating from the Sale and Purchase Agreemeim® the Judge's Decision in
Case Number 37/Pdt.G/2016/PN.Mdn? This research mormative juridical
(normative legal research method), objects thatamedyzed with a qualitative
approach are research methods that refer to legaha contained in the
legislation, which are reviewed by library matesialr secondary data, which
includes primary law , secondary and tertiary.

The results of this study indicate that the Arranget of the sale and purchase
price in the Sale and Purchase Agreement Deed lasd¢dde agreement of the
parties that carry out the Sale and Purchase Agreedeed, the Power of Sale
and Purchase Deed originating from the Sale andn@aee Agreement Deed made
by Notary Deed is very strong and becomes an atithéeed, The decision of the
panel of judges in case Number 37/Pdt.G/2016/PN.stdted that the Plaintiff's
claim was unacceptable and sentenced the Plaatghy court fees which up to
this day were set at Rp. 3,620,000 (three millionaindred twenty thousand
rupiahs).

Keywords: Deed of Sale and Purchase, Sale and &edgreement and
Customization Principle.

*Students of Notary Magister Program Postgraduadgfam of Muhammadiyah
University of North Sumatra
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untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Progréagister
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2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyaha®era Utara, Bapak
Dr. Syaiful Bahri M.AP.
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4. Pembimbing | Bapak Dr. H. Suprayitno, SH, Sp.N, Midan Pembimbing
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meluangkan begitu banyak waktunya dengan tuluskddas serta memberi
masukan, saran, dan kritikan yang sangat beratandamembimbing
pembuatan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh staf pengajar damakeany/ti di lingkungan
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Secara khusus Penulis juga menyampaikan terintekgasng sebesar-
besarnya kepada Suami tercinta Damir Satria dark Al@ak Penulis yaitu
Shamila Irdina Satria, Athaillah Raid Satria danlahsyah Noer Satria yang
memberikan perhatian dan kesabaran selama Pengalémina ilmu Magister
Kenotariatan dan juga menjadi inspirasi dan sunblagi penulis untuk menjadi
yang terbaik. Ucapan terimakasih juga penulis pebsdkan kepada kedua orang

tua penulis terutama kepada almarhumah ibunda EHgution yang telah
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Seluruh keluarga besar penulis, penulis mengucafgkanakasih yang sebesar-
besarnya atas dukungan kepada penulis.

Untuk keberhasilan Penulis sampai dengan saatPenulis tak lupa
mengucapkan terimakasih sebesar - besarnya kepddarffa Besar Karyawan/ti
PT. Bank Aceh Syariah khususnya Cabang Sisingamajagiledan yang telah
memberikan dukungan besar serta perhatian yang bebdadap penulis untuk
menyelesaikan Magister Kenotariatan ini.

Besar harapan semoga bantuan dan kebaikan yaerkdiio kepada Penulis
mendapat balasan dan rahmat dari Allah SWT beiogeghan kesehatan, rezeki,
kebaikan dan kemudahan di dunia dan akhirat.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalasis ire terdapat begitu
banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempQieh sebab itu, Penulis
berharap adanya kritik, saran dan ulasan demi f@md esis ini dimasa yang
akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang seafanpa adanya saran yang
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Semoga penulisan ini dapat dipahami oleh siapamnmy membacanya,
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LIDYALORA STELA
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akta Jual Beli merupakan bukti sah (selain risdklhng, jika peralihan
haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dagumeam sudah beralih kepada
pihak lain, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktildengan akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Camat dalkdaertentu yang masih
jarang ditemukan PPAT yang berwenang menurut keaenperaturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan RPa&dPeraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Akta Jual Beli sebagai dokumen yang membuktikamyalg@eralihan hak
atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepada ekmsbbagai pemilik baru.
Pada prinsipnya jual beli tanah bersifat terang damai, yaitu dilakukan
dihadapan PPAT dan harganya telah dibayar lunasgdye demikian sebelum
membeli rumah, sangat penting untuk memahami bpaastilah dan dokumen
penting terkait kepemilikan rumah, salah satunytaAkial Beli.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, jual beli atigbroses peralihan
hak dari penjual kepada pembeli yang dilengkapigdanbukti-bukti. Akta Jual
Beli adalah salah satu akta otentik atau dokumeg y@enjadi bukti sah peralihan
hak atas tanah dan bangunan. Akta Jual Beli dibledt pejabat umum yang
berwenang, yaitu PPAT yang diangkat oleh kepalaaBd@ertanahan Nasional

Republik Indonesia.

! Lihat Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 TaB0i tentang Pendaftaran Tanah.



Tahapan pembuatan Akta Jual Beli sudah diatur daRenaturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaffeeaah Jouncto Peraturan
Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentarjetuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentamgafaran Tanah. Ada
beberapa syarat yang diperlukan sebelum membuat Mkl Beli. Antara lain,
pajak penjual berupa Pajak Penghasilan (PPh) femaita pajak pembeli berupa
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Permasalahan masih kerap terjadi dalam masyarmkaitt Akta Tanah di
buat oleh PPAT. Dimana masyarakat yang merasa ikimigmenilai proses
pembuatan tidak sesuai dengan prosedur, misalnyalilpesertifikat hak milik
tanah sebelumnya merasa belum melakukan jual leelgah pihak tapi sudah
keluar Sertifikat Hak Milik yang baru dengan nanang berbeda. Namun, bisa
juga terjadi disebabkan ketidaktahuan masyarakdaite hukum, khususnya
dalam pembuatan Akta Notaris atau Akta PPAT.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dapat disebbagai akta otentik.
Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum (KW#idBta), akta otentik
adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk akig gigentukan oleh undang-
undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yangebhang di tempat
pembuatan akta itu. Akta otentik itu proses penmduatan penandataganannya
dilakukan dihadapan Notaris.

Penghadap masih ada yang memberikan keterangan tikalg sesuai
kondisi sebenarnya sehingga dikemudian hari menrkahbu konflik antar

panghadap, bahkan menimbulkan permasalahan yangatsaserius dari



penghadap dan sampai ada pihak menuntut hinggarigailan. Misalnya dalam
Akta Perikatan Jual Beli, penghadap sering membaaga yang tidak sesuai
dengan harga pada umumnya. Mungkin awalnya hanyak umenghindari
pembayaran pajak atau tujuan lainnya. Setelah Ritakatan Jual Beli selesai
dikemudian hari para pihak bisa saja ingkar dapdgangan hanya pada akta.

Namun ada juga para penghadap bertujuan hanya omélaikukan pinjam
meminjam akan tetapi membuat Akta Pengikatan Jugil. Blal ini lantaran
ketidaktahuan hukum atau salah satu pihak memiilkad tidak baik. Guna
memudahkan eksekusi atas tanah tersebut disengadé\kta Kuasa Jual, seperti
yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yembeda. Perikatan
adalah suatu istilah atau pernyataan yang bemifsirak, yang menunjuk pada
hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan ahtaratau lebih orang atau
pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkeavekban kepada salah satu
pihak yang terlibat hubungan hukum tersébut.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumbékapen dapat ditemui
landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa
“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atauenkar Undang-Undang”.
Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusstentian Pasal 1313
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Suatu Perjaagatah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanyditerhadap satu orang lain

atau lebih”.Dengan demikian jelaslah bahwa peaninelahirkan perikatan.

2 Kartini Muljadi dan Gunawan WidjajéPerikatan Yang Lahir Dari PerjanjianRaja
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 1.



Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalalvédgberjanjian itu
melahirkan suatu perikatan. Suatu perjanjian jugardakan persetujuan, karena
dua pihak itu saling setuju untuk melakukan sesuétntuk itu perjanjian
merupakan salah satu sebab lahirnya suatu perikditsaamping undang-undang)
dalam hal harta benda/harta kekayaan dan oleh &ayan‘Hukum Perjanjian”
merupakan bagian dari “Hukum Perikatan” dan diaiudalam Buku 11l KUH
Perdata yang mengatur tentang perikatan.

Kuasa untuk menjual merupakan salah satu bentulkdasa yang sering
dalam praktek sehari-hari di Kantor Notaris, kuagenjual ini biasanya sangat
terkait dengan peralihan hak atas tanah. Keberddasa menjual tersebut dilatar
belakangi oleh berbagai hal diantaranya:

a. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidakhbda dihadapan
pejabat yang berwewenang karena dalam keadaan sakit
b. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak haidast dihadapan
pejabat yang berwewenang karena tidak berada diterspmentara
waktu.
Kondisi dan keadaan semacam ini akan memunculkarb@ean suatu kuasa
menjual untuk mempermudah diselenggarakannya prbudukum yang
diinginkan oleh para pihak, yakni peralihan haksatnah melalui proses jual
beli. Atas nama pemberi kuasa untuk melakukan péginthukum jual beli tanah,
yang mana pemegang hak atas tanah tersebut adpkhlseri kuasa.
Suatu akta kuasa harus disebut secara jelas daeritei tentang obyek dari

kuasa, seperti:



a. Luas tanah;

b. Nomor sertipikat tanah;

c. Batas-batas tanah (apabila belum sertifikat);

d. Nama pemegang hak;

e. Nama pemberi kuasa;

f. Nama penerima kuasa.

Waktu proses penerbitan kuasa untuk menjual didalarkreditan sesaat setelah
terjadinya akad kredit tersebut atau paling lankestsokan harinya, sebab akta
tersebut harus segera diberi nomor karena menyargagan covernot (surat
jaminan Notaris) yang harus segera diterbitkan dMgtaris sebagai syarat
pencairan dana kredit, terkecuali ada hal-hal yawegnbuat Notaris tidak bisa
memberi nomor atas akta-akta tersebut, seperifilsgrimenjadi jaminan hutang
milik orang yang berbeda dengan menunjukan pinjaman

Syarat tidak dapat dicabut kembali dalam pembékisasa di atas bukan berarti
mutlak namun berarti hingga urusan si pemberi ksadasai (Pasal 1807 KUH
Perdata Jo. 1813-1814 KUH Perdata). Dalam hakugsa tersebut akan berakhir
bila si pemberi kuasa (debitur) selesai membaydurige jumlah kewajiban
pembayaran kepada si penerima kuasa (kreditur).

Adapun contoh kasus yang akan diangkat Peneliéindaulisan ini adalah kasus
yang sudah di putuskan Pengadilan Negeri Medan3Xd2dt.G/2016/PN.Mdn.
Dalam kasus tersebut Penggugat (Amriono) mengalanggadaikan tanahnya
kepada Tergugat | (Hartono) sewaktu meminjam uabgsar Rp.200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) dengan membuat Akta Penkdtal Beli disertai dengan



Akta Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat Il (if@skelaku Notaris di Kota
Medan.

Tidak lama kemudian Tergugat | butuh uang. Tergligmin mendatangi
Penggugat untuk melakukan peminjaman uang kepadguda Il (Edward).
Namun dengan syarat Penggugat dan Tergugat |l mah#kta Perikatan Jual
Beli disertai dengan Akta Surat Kuasa melalui AKtataris, Maulidin (Tergugat
IV). Setelah Akta Perikatan Jual Beli dan Akta $ukuasa, Tergugat |
menambah pinjaman kepada Penggugat sebesar RR.9D0O (Sembilan puluh
lima juta rupiah) dengan dua kali atau tahap, ngaBip.50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) dan Rp.47.000.000,- (empat puluh tyja rupiah).

Tergugat Il menjual Sertifikat Hak Milik terseblkepada Tergugat V
(Erwin) dengan Akta Perikatan Jual Beli dan Aktagbiuasa melalui Tergugat
VI (Ferry) selaku Notaris di Medan. Erwin pun meggakan Sertifikat Hak
Milik tersebut kepada Bank (Tergugat VIII) dengarnjgman sebesar
Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluta rupiah), dan
berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli dan Akta Skmaasa tersebut Bank
melakukan balik nama dan melakukan pendaftaranTidakgungan.

Penggugat mengakui baru mengetahui Sertifikat Héik iagunkan ke
Bank setelah dipanggil Tergugat VIII (Bank). Olklrena merasa dirugikan,
apalagi uang yang diterimanya tidak sesuai dengagahpada umumnya tanah,
akhirnya ia melakukan gugatan ke Pengadilan Négedan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarikukunhengadakan

penelitian terhadap masalah tersebut dan menuamgkadalam bentuk tesis



dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap PeralihamkHDari AktaJual Beli Yang
Bersumber Dari Akta Perikatan Jual Beli Yang Hadgal Tidak Sesuai Dengan

Azas Kepatutan (Studi Kasus Putusan No. 37/PdtLG/EIN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalabbtargliatas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskdagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan terhadap harga jual beli pata Perikatan Jual
Beli?
2. Bagaimana kekuatan hukum Akta Jual Beli yang bepsundari Akta
Perikatan Jual Beli?

3. Bagaimana Putusan Hakim dalam perkara No. 37/F20X6/PN.Mdn?

C. Tujuan Pendlitian
Hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk desgratkan gambaran
rinci dan tepat serta kongkrit mengenai persoalangydituangkapkan dalam
permasalahan, yaitu:
1. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis gargaterhadap harga
jual beli pada Akta Perikatan Jual Beli.
2. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis kekuaukum Akta Jual
Beli yang bersumber dari Akta Perikatan Jual Beli.
3. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis Ratudakim dalam

perkara No. 37/Pdt.G/2016/PN.Mdn.



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunakam ananfaat baik
secara teoritis maupun praktis baik dikalangan iued nasabah, Notaris,
akademisi, praktisi hukum, penegak hukum maupura gadangan masyarakat,
yaitu;
1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfamemberikan
kontribusi dan pengembangan ilmu hukum pada umundiayakhususnya yang
berkaitan dengan tanggung jawab pengembang peram@ddlam penyediaan
fasilitas umum.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamlsangan pemikiran
mengenai pemberian Akta Notaris, terkhusus dalarta Akial Beli atau Akta
Perikatan Jual Beli da, Akta Surat Kuasa Menjua dalik nama baik untuk

kepentingan sendiri maupun orang lain.

E. Keadlian Pendlitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaag khususnya di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera U(afdSU), menunjukkan
bahwa penelitian dengan tentang pemberian kreditdeaan pada perbankan
berdasarkan Surat Kuasa Menjual dengan studi k#&sissan Pengadilan

N0.37/Pdt.G/2016/PN.Mdn belum ada dilakukan peaelisebelumnya. Dengan



demikian penelitian ini adalah asli, sehingga teisis dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah dan keaslianya.

Tetapi ada penelitian tesis yang berhubungan, ;yaitu

1. Saudara Nani Triwahyuniati, NIM : B4B 006180, hMaiswa Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008, derjgdnl “Pelaksanaan
Analisis Pemberian Kredit di PT. Bank HAGA Cabarggrtarang”

2. Saudara Adlina Nur Zhafarina, NIM 031514153082ahasiswa
Program Magister Hukum Program Pascasarjana Uitagréirlangga, tahun
2017, dengan judul “Ketidak Hati-hatian Pemutusdir®ada Bank Pemerintah
Yang Menimbulkan Kerugian Keungan Negara”.

Hasil pengamatan, penelitian sebelumnya mempurgdiepdaan dengan
penelitian ini, yaitu permasalahan dan pembahaaag diteliti. Oleh karena itu
penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan seek@demik. Namun apabila
suatu saat ditemukan penelitian yang sejenis, piamelini diharapkan dapat

dijadikan untuk melengkapinya.

F. Kerangka Teori dan Konsep
1. Kerangka Teori

Mengkaji rumusan masalah yang telah dipaparkaasiiabaka diperlukan
adanya beberapa teori dan pendapat ahli yang kiijadionsep untuk landasan
dalam berpikir. Teori pada hakekatnya merupakanuhgén antara dua atau

lebih, atau pengaturan fakta mengenai cara—cdemter
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Fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan yadennya dapat
diuji secara empiris. Oleh sebab itu dalam bentakyang paling sederhana, suatu
teori merupakan antara dua variable atau lebih vyatedah diuji
kebenarannya.Menganalisa rumusan masalah yang adiaap diatas, maka
penulis menggunakan beberapa teori yaitu Teori tivitds Hukum dan Teori
Kepastian Hukum.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatariagih rendah
maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakatipun aparatur penegak
hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dpa taembedakan antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lai&eyaua orang dipandang
sama dihadapan hukum (equality before the law). Iandalam realitasnya
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tdrsebring dilanggar,
sehingga aturan itu tidak berlaku efektif.

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan neareindang-
undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya tidaksikten dan atau
masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari ngagladang tersebut.
Apabila Undang-undang ini dilaksanakan dengan braéka undang-undang itu
dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyidang-undangnya jelas dan
tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegaiklamm secara konsisten dan
masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat uk@mghya. Teori yang
mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitui tefektivitas hukum.

Istilah Teori Efektivitas Hukum berasal dari tergman bahasa inggris,

yaitu effectiveness of the legal thepbahasa belanda disebut dengéectiviteit
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van de juridische theorjebahasa jermannya yaitwirsamkeit de rechtichen
theorie Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efekts/itdukum. Efektifitas
Hukum adalah : Apakah orang-orang pada kenyataabeg@uat menurut suatu
cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan wtema hukum atau bukan,
dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksamékasyaratnya terpenuhi atau
tidak terpenuhi.

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difsikan pada subjek
dan sanksi. Subjek yang melaksankannya, yaitu evesngg atau badan hukum.
Orang-orang tersbeut harus melaksanakan sesuaméogyinya norma hukum.
Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, mak&ssasanksi hukum benar-
benar dilaksanakan atau tidak.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas huoku la
mengemukakan bahwa : Hukum akan menjadi efek#f fijuan keberadaan dan
penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatgrtigak diinginkan dapat
menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif segamam dapat membuat apa
yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagainaka kemungkinan
terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi kketaa untuk melaksanakan
atau menerapkan hukum dalam suasana baru yanglaethe&kum akan sanggup
menyelesaikannya.

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difickan pada
perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapainbuat apa yang

dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan socaeyarakat.
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Kedua pandangan diatas, hanya menyajikan tentangekoefektivitas
hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teaktafitas hukum. Dengan
melakukan sistesis terhadap kedua pandangan dratdss dapat dikemukakan
konsep teori tentang teori efektivitas hukum. Tedektivitas adalah Teori yang
mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilanadadgn dan faktor-faktor
yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerakamh

Teori Kepastian Hukum era reformasi dan transfornmiais semakin
banyak visi, misi dan tujuan yang harus dicapah adeatu proses penerapan
hukum di Pengadilan. Secara klasik disamping untekcapai keadilan, hukum
juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastiguim bagi manusia pribadi
maupun bagi masyarakat luas.

Banyak tujuan lainnya dari hukum yang harus dicdpara reformasi dan
transformasi ini. Dalam hal ini, hukum harus dapegnyelaraskan antara unsur
keadilan, unsur kepastian hukum, dan elemen-eldaienya. Sebab, seringkali
antara keadilan, kepastian hukum dan unsur-unsumya salin bertentangan satu
sama lain. Karena itu, dalam ilmu hukum dikenaillaktsummum ius summa
injuria (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi

Salah satu contoh dari kontradiksi yang tajam antlemen keadilan
dengan elemen kepastian hukum adalah dalam préw&iam “kadaluwarsa”.
Seorang penjahat tidak lagi dapat dituntut ke nhaé@am jika sampai batas waktu
tertentu belum juga dapat ditangkap oleh peneg&kirhuKitab Undang-Unang
Hukum Pidana menyebutkan seperti itu. Dalam hal pgnuntutan hukum

terhadap pelaku kejahatan dianggap sudah kadalawars
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Keadaan seperti ini, dapat dibayangkan betapa dapaikai keadilan
masyarakat, apalagi keadilan dari korban kejahatzemaka si penjahat tidak
tertangkap dalam waktu tertentu. Sesungguhnyayapgdikejar hukum jika tega
membiarkan penjahat tetap melanglang buana digeajara. Tidak lain yang
dikejar adalah unsur kepastian hukum, meskipun @sma adalah dengan
mengorbankan unsur keadilan. Hal seperti ini banggajadi dalam berbagai
pranata hukum yang ada . Karena jika hukum tida#i panaka masyarakat juga
yang susah.

Sering terdapat ungkapan bahwa sector hukum tidambarikan
kepastian hukum bagi masyarakat sehingga pihak ridexgng, orang asing dan
pihak pemodal asing segan masuk atau berhubungsgamnidndonesia. Sebab,
bukankah ketidakpastian hukum akan berdampak petitiakpastian berusaha di
Indonesia. Akibat dari ketidakadaan unsur kepastiakum ini, maka secara
keseluruhan hukum di Indonesia menjadi tidak ddjgatediksi (npredictablé.

Misalnya, jika kita beracara perdata di pengadgangadilan negeri,
sukar diprediksi hasilnya. Seringkali perkara yangup kuat alat buktinya, tetapi
tiba-tiba kalah di Pengadilan dengan alasan yadaktijelas, bahkan dengan
alasan yang tergolong naif. Sebaliknya, sering jkgsus dimana pihak yang
sangat lemah kedudukan hukum dan pembuktianny@ardilugaan ternyata dia
dapat dimenangkan oleh pengadilan. Dalam hal iebesarnya persoalan
utamanya terletak pada masalah penafsiran dan gparerhukum yang tidak
benar. Akibatnya, banyak putusan pengadilan, tarkngsutusan Mahkamah

Agung sekarang ini yang tidak terukur, tidak préfidkan bersifat kagetan.
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Apabila unsur keadilan jarang terpenuhi dalam syemmerapan hukum
dan unsur kepastian hukumnya juga terpinggirkankanm@antaslah penerapan
hukum yang demikian dikatakan telah jatuh pad& tiadir, artinya, luar biasa
jeleknya dan nuansa seperti inilah yang sekaradgnggeterjadi di Indonesia.
Ironisnya, hal seperti ini masih terjadi di jamaformasi, dimana masyarakat
menggantungkan harapan yang besar terhadap Mahkakgaimg untuk
menciptakan dan menerapkan hukum secara baik, desmgmmentasi yuridis
yang rasional dan terbuka.

b. Kerangka Konsep

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelittdnk menghindari
terjadinya salah tafsir dalam penelitian dan umhdnyamakan persepsi. Konsep
diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu daralbsenjadi suatu yang
kongkrit. Oleh karena itu dalam penelitian ini didesikan beberapa konsep
dasar, agar secara operasional hasil penelitiag gasuai dengan tujuan yang
telah ditentukan, yaitu:

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik sesgokepada orang
lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukaruatkengan cara lain yang
dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkaknya kepada pihak lain
(dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-oiar, pemberian dengan wasiat
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan unmarkindahkan hak milik.

Akta menurut A. Pitlo adalah surat yang ditandagamngdibuat untuk

dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan okamg, untuk keperluan siapa

% Adrian SutediPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendadftarannmar Grafika, Jakarta,
2010, halaman 65.
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surat itu dibuat. Sedangkan menurut Sudikno Medokw mendefinisikan akta
sebagai surat yang diberi tanda tangan yang meperatiwa-peristiva yang
menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang démjak semula dengan sengaja
untuk pembuktiar.

Akta Notaris adalah akta otentik karena dibuat @ity dihadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalaang-undang, maksudnya
adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya digniggaar asalkan akta tersebut
dibuat dengan bentuk dan tata cara yang ditentokaim undang-undang. Akta
Notaris dalam system hukum civil low mempunyai lkaim yang sama dengan
keputusan hakim di pengadilan.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik adatthuah akta yang
dibuat dalam bentuk akta yang ditentukan oleh ugdarang atau dibuat di
hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat @¢arbakta itu.

Akta Jual Beli merupakan dokumen yang membuktikdenga peralihan
hak atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepadabeli sebagai pemilik baru.
Pada prinsipnya jual beli tanah bersifat terang damai, yaitu dilakukan
dihadapan PPAT dan harganya telah dibayar lunas.

Perjanjian oleh Buku Ill B. W itu, ialah suatu huigan hukum (mengenai
kekayaan harta benda) antara dua orang, yang mehatkegpada yang satu untuk

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkang yang lainnya ini

* Freddy Harris dan Leny Helenblptaris IndonesiaPT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta,
2017, halaman 61.
®|bid, halaman 61.
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diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Perikatan merapaguatu pengertian abstrak,
sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristikanh yang kongkrif.

Perikatan adalah menurut IImu Pengetahuan HukundaReradalah
hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang khaih, yang teletak di
dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yamogbgrhak atas prestasi dan
pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Mr. Bi.F. Vollmar, di dalam
bukunya‘inleiding tot de studie van het nederlands burgkntecht” mengatakan
sebagai berikut: ditinjau dari isinya ternyata bahperikatan itu ada selama
seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu gwiestang mungkin dapat
dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengamnatakim’

Azas Kepatuhan dituangkan dalam pasal 1339 KUH &®&fdAsas
kepatutan disini barkaitan dengan ketentuan memgsng@erjanjian. Asas ini
merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukga pleh rasa keadilan
masyarakat.

Surat kuasa adalah surat yang isinya adalah pemmbé&rasa kepada
seseorang untuk mengurus sestafda kalanya debitur memberikan kuasa
kepada Bank/Kreditur untuk menjual barang jaminareRka debitur kesulitan atau
tidak mampu menjual sendiri. Untuk memberikan weaven kepada kreditur

menjual barang jaminan bersamaan dengan penandatangerjanjian kredit

® Surbekti,Pokok-Pokok Hukum PerdatBT. Intermasa, Jakarta, 2013, halaman 122.

" Mariam Darus Badrulzamarompilasi Hukum PerikatanPT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, halaman 1,

® Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi suatu perjanjiik thanya mengikat untuk hal-hal
yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetaga jsegala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kabiasaanwaidang-undang.

° B. N. Marbun,Kamus Hukum Indonesi®ustaka Indonesia, Jakarta, 2009, halaman
236.
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kadang-kadang telah dibuat surat kuasa notarisdddnitur kepada bank untuk
menjual jaminan jika debitur cidera janji namunasukuasa juga dapat dibuat
pada saat debitur cedera jafiji.

Secara yuridis dengan surat kuasa tersebut detgitain melimpahkan
wewenang kepada bank dan karenanya bank memiliwekangan untuk
melakukan penjualan jaminan berdasarkan surat kukase hasil penjualan

tersebut digunakan untuk melunasi utang.

G. Metode Pendlitian
1. Spesifikasi Penelitian

Dari judul dan permasalahan yang akan dibahasndpénelitian ini dan
supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat ipeRelitian ini dilakukan
dengan bersifat penelitian hukum normative. Menu8derjono Soekanto,
penelitian normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder Selmb penelitian ini akan
menggambarkan dan melukiskan azas-azas dan perayaray berhubungan
dengan tujuan penelitian yaitu suatu penelitian gyabertujuan untuk
mengambarkan tentang fakta atau gejala yang meoigek penelitian setelah itu
diadakan telaah secara kritis.

Penelitian yang bersifat jenis penilitian deskfignalitis, maksudnya
suatu penelitian yang menggambarkan, menelaahefask@gn dan menganalisis

hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik dasihpenelitian di lapanga.

1% Sutarno Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada baifgbeta, Jakarta, 2003, halaman
293.
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2. Metode Pendekatan

Metode merupakan cara kerja untuk memahami obgekg ymenjadi
sasaran ilmu yang bersangkutan. Karena itu targiada seorang peneliti tidak
akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskanganaiisis maupun
memecahkan masalah-masalah tertentu mengungkapkandran.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisa adalah
pendekatan perundang-undangan (statuta approachpefedekatan konseptual
(conseptual approach). Dengan menggunakan metodpikibe deduktif
merupakan cara berpikir dalam menarik kesimpulargyaenarik dari suatu yang
sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia befar kesimpulan itu
ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khuShengan demikian objek yang
dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kuélitaterupakan metode
penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yandgapat dalam
peraturan perundang-undangan.

Penelitian tesis ini diarahkan kepada penelitiammadif dengan pendekatan
yuridis kualitatif yang terdapat didalam perundamglangan. Artinya bahwa
pendekatan penelitian tesis ini adalah pendekagmunndang-undangarSiatute
Approach). Dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan atpean
perundang-undangan sebagai dasar awal analis.Hanns dilakukan penelitian
karena peraturan perundang-undangan merupakan fokiks dari penelitian
tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyaicicirisebagai berikut:

Pertama Comprehensiveartinya norma-norma hukum yang ada di dalam terka

1 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukunl Press, Jakarta, 1986, halaman 63.
12 Sedarmayanti & Syarifudinyetodologi Penelitian Mandar Maju, Bandung, 2002,
halaman 23.
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antara satu dengan yang lainnya secara lsgdug All-inclusiv, artinya bahwa
kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampmerghasalahan
hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosdngamm.Ketiga, systematic
yaitu di samping bertautan antara satu dengan kgmgya, norma-norma hukum
tersebut tersusun secara hirarkis.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penetitibdrsifat deskriptif
analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarlemang situasi atau keadaan
yang terjadi terhadap permasalahaan yang telahmdikakan, dengan untuk
membatasi kerangka studi kepada suatu pemberiaty snalisis atau suatu
klarifikasi tanpa secara langsung bertujuan untekguiji hipotesa-hipotesa atau
teori-teori. Pengumpulan data dengan cara dedkiiptidilakukan pendekatan
yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisicha€lap permasalahan dan
penelitian melalui pendekatan terhadap permasalatzan penelitian melalui
pendekatan terhadap asas-asas hukum. Penelitiaidisyunormatif ini
menggunakan data sekunder yang berasal dari peanekepustakaanlirary

research.

3. Alat Pengumpul Data
Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan p&igumpul data
berupa studi kepustakaan / studi dokumgocgmentary study yaitu data yang
diperolen dari buku-buku, peraturan perundang-ugaan jurnal hukum,
penelitian tentang hukum dan dokumen lain yangaiedengan judul ini.
Penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakdan berdasarkan pada

data skunder, maka sumber bahan hukum yang dignmeida tesis ini terdiri:
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a. Bahan Hukum Primer;

b. Bahan Hukum Skunder;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjangakepdahan yang
memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadapar hukum primer,
sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, magdahjurnal ilmiah, serta
bahan-bahan di luar bidang hukum yang relepan dgatddipergunakan untuk
melengkapi data yang diperlukan dalam penelitiamha® hukum tersier
merupakan yang memberikan petunjuk-petunjuk danefzsan terhadap bahan
hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kanuksirh, majalah, jurnal
iimiah dan bahan-bahan diluar bidang hukum yangeveel dan dapat

dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlaledam penelitian int>

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisesistini adalah
penelitian kepustakaan dengan menganalisis putpsaadilan atau Putusan
Pengadilan Negeri Medan No. 37/Pdt.G/2016/PN.MdidiSkepustakaan ini
untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendppatiapat atau penemuan-
penemuan yang berhubungan erat dengan pokok peamasa Kepustakaan
tersebut berupa peraturan perundang-undangan, kiémyah dan lainnya.

Sedangkan studi lapangan adalah cara memperokelyatag bersifat priméf.

3 Bambang SunggondJetodologi Penelitian HukunGhalia Indonesia, Jakarta, 1998,
halaman 195.
“Ibid, halaman 87.
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5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari abalyang ada
relevansinya dengan permasalahan yang akan disehagyga dapat mendukung
demi terwujudnya suatu tulisan yang berbentuk imiadan dapat
dipertanggungjawabkan. Data yang diperoleh ini adtiamanfaatkan sedemikian
rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenayang dapat dipakai
untuk menjawab rumusan permasalahan.

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut propesgolahan data
merupakan kerja seorang yang memerlukan peneldampencurahan daya pikir
secara optimal® Analisis dalam penelitian ini dilakukan secaraliatf, yakni
dengan mengadakan pengamatan data-data yang dipefah menghubungkan
tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan keterketentuan maupun asas-
asas hukum yang berlaku terkait dengan permasalghag diteliti sehingga
selain menggambarkan dan menggungkap juga diharagipat memberikan

jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

> Bambang WaluyoPenelitian Hukum Dalam PraktelSinar Grafika, Jakarta 1996,
halaman 77.



BAB 11
PENGATURAN TERHADAP HARGA JUAL BELI PADA

AKTA PERIKATAN JUAL BELI

A. Jual Bdli, Perikatan, Perjanjian dan Azas K epatutan
1. Jual Bdli

Suatu masyarakat, di mana sudah ada peredaranbeamga mata uang
sebagai alat pembayaran yang sah, persetujuan bglal merupakan suatu
persetujuan yang paling lazim diadakan di antarea @anggota masyarakat.
Diantara berbagai perbuatan hukum yang menyangitutatas tanah, maka jual
beli menduduki peringkat utama dari segi frekueyesin

Pasal 1457 KUH Perdata berbunyi; jual beli adatahtu persetujuan
dengan pihak yang satu mengikat dirinya untuk merhean suatu kebendaan
dan pihak lain untuk membayar harga yang telanjigan. Pada Pasal 1457
KUH Perdata tersebut menegaskan jual beli itu djapgelah terjadi antara kedua
belah pihak, seketika setelahnya orang-orang imcayeai kesepakatan tentang
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebenta&elum diserahkan,
maupun harganya belum dibayar.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yaetpinirkan kewajiban
atau perikatan untuk memberikan suatu, yang dalamiri terwujud dalam
bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh plediaa penyerahan uang oleh
pembeli kepada penjual. Dari pengertian jual elmaka jual beli tanah tersebut
pihak penjual dan pihak pembeli memiliki kewajibdmimana pihak penjual harus

menyerahkan barangnya secara nyata dan menjaminabah pembeli dapat

22
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memiliki barang itu dengan menjamin bahwa si pendagat memiliki barang itu
dengan tenteram serta bertanggung jawab terhadegt-cacat tersembunyi,
sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar haagaaya yang dan tempat
yang telah ditentukat?.

Sejak tanggal 24 September 1960 unifikasi daladarig hukum tanah
telah tercapai dengan dikeluarkannya Undang-Unddamor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yamgrth bahwa untuk hal-hal
yang berkenaan dengan tanah, dualisme hukum telatktor. Dalam Undang-
Undang Pokok Agraria untuk mengakhiri dualisme lad#s tanah dilakukan
konversi terhadap tanah-tanah barat menjadi tearadiit menurut ketentuan
Undang-Undang Pokok Agraria. Misalnya, reigendonmkepunyaan orang asing
dikonversi menjadi hak guna bangunan, bajendomkepunyaan Warga Negara
Indonesia dikonversi menjadi hak milik, hak milikaed kepunyaan orang asing
dikonversi menjadi hak guna bangunan atau hak gsaha.

Konversi dari hak-hak bekas hak barat telah béradmenjak tanggal 2
September 1980, maka dengan demikian seluruh tamah- tersebut menjadi
tanah yang dikuasai kembali oleh Negara. Setiapemibdbungan yang dijalin
seperti perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh raaalat (para pihak) sudah pasti
akan melahirkan hak dan kewajiban baru bagi masiaging pihak. Seperti
perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menugarjanjian jual beli dan

sebagainya. Hak dan kewajiban baru inilah yang upelibentengi dengan

16 Bachtiar Effendi, SHKumpulan Tulisan Tentang Hukum Tand&andung, Alumni,
1993, halaman22.
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dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya #dak terjadi tumpang
tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak daajikew.

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya darekadtan hukum yang
lebih dikenal dengan akta otentik yang dapat maligilhak dan kewajiban setiap
orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Ssad#ihh perbuatan hukum yang
sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual bedika jual beli merupakan suatu
perjanjian bertimbal balik dimana yang satu yaknipsnjual berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkak yang lainnya yaitu si
pembeli berjanji untuk membayar harga yang tewss sejumlah uang sebagai
imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perikataan jual beli menunjukkan bahwa dari saiftakp perbuatan
dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang leandakan membeli. Bahwa
disebut jual beli jika objek yang diperjual belikandah dialihkan dari penjual
kepada pembeli. Sedangkan perjanjian jual beli addajfika objek yang
diperjualbelikan belum dialihkan atau akan berglida waktu yang akan datang
ketika syarat-syarat telah dipenuhi. Perjanjian pgi ini akan menjadi jual beli
jika syarat-syarat telah terpenuhi dan objek yaipgrgbalbelikan telah beralih
kepada pembeti’

Unsur-unsur yang dapat diambil dari beberapa dsifdhatas adalalf
a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pemh&dinig barang dan harga;

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antarakpgenjual dan pembeli.

" MR. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Perniagaamjambatan, Jakarta, 1970,
halaman 24.
¥bid.
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Undang-undang Pokok Agraria tidak memberi penjelasengenai apa yang
dimaksud dengan jual beli tanah, tetapi biarpun ikiem mengingat bahwa
hukum agraria kita sekarang ini memakai systemagass-asas hukum adat, maka
pengertian jual beli tanah sekarang diartikan sabggrbuatan hukum yang
berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepadabpényang pada saat itu juga
menyerahkan harganya kepada penjual, yaitu mepangertian hukum adat.

Menurut Subekti, jual beli adalah suatu perjanjlmgan perjanjian itu
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyesahkak milik atas suatu
barang dan pihak lain untuk membayar harga yarai tdiperjanjikan. Menurut
Pasal 1457 KUH Perdata, menentukan bahwa jualdo@liah suatu persetujuan
yang mengikat pihak penjual yang berjanji menyeaahkesuatu barang/benda
(zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai p&mimngikat diri berjanji untuk
membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUH BR&rddiatas,
persetujuan jual beli sekaligus membebankan 2 (dpjiban yaitu-

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yhjngl kepada pembeli.

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga yanglididepada penjual.
Menyerahkan barang yang dimaksud dari pernyataatasdiadalah bahwa apa
yang diserahkan oleh penjual kepada pembeli ada#hmilik atas barangnya,
jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadindggghiapa yang harus

dilakukan adalah “Penyerahan” atdlevering” secara yuridis, bukannya

M. Yahya HarahapSegi-Segi Hukum PerjanjiarAlumni, Bandung, 1986, halaman
181.
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penyeraharfeitelijk. Akan tetapi tentunya penyerahan secara nyata tedays
dilakukan sebagai tindak lanjut dan perbuatan hukwainbeli tersebut.

Penjelasan Pasal 1457 KUH Perdata tersebut diaialsa dapat ditarik
suatu kesimpulan yaitu bahwa jual beli adalah spatjanjian konsensuil, artinya
ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yahg(siengikat atau mempunyai
kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakaugledpn pembeli mengenai
unsur-unsur yang pokolegential) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu
mengenai barang yang tak bergerak.

Sifat konsensuiljual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Rt&ad
yang berbunyi : Jual beli dianggap telah terjadideebelah pihak sewaktu mereka
telah mencapai sepakat tentang barang dan hargaporesbarang itu belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Salah satu sifat yang penting lagi dari jual beknurut system KUH
Perdata, adalah bahwa perjanjian jual beli itu Bai@pligatoir’ saja, artinya jual
beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru menikan hak dan kewajiban
pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepagarsbeli hak untuk menuntut
diserahkannya hak milik atas barang yang dijudht 31 nampak jelas dari Pasal
1459 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa hak atiik barang yang dijual
tidaklah berpindah kepada si pembeli selama pehgarabelum dilakukan
(menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Jual beli dalam masyarakat dengan objek jual &k atas tanah, juga
dilakukan dengan perjanjian untuk lebih memberikapastian hukum, karena

hak atas tanah, termasuk objek perjanjian secaraukhdiatur dalam peraturan
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perundang-undangan yang berlaku, di mana setiapug@n hukum yang
menyangkut tentang hak atas tanah harus mengigténtuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebutshanduk terhadap
aturan hukum yang berkaitan dengan pengaturannggritak atas tanah, pihak
tersebut tidak bebas untuk melakukannya, akanitéiaperikat dengan ketentuan
hukum yang mengatur tentang hak atas tanah. Panateantang hak atas tanah
tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Pokokariggr Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Gunahd)s&lak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Mé&ggara Agraria Nomor 3
Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PeraRearerintah Nomor 24
Tahun 1997.

Adanya aturan yang secara khusus mengatur terheetagp perbuatan hukum
yang berkaitan dengan hak atas tanah, maka perbhataum yang dilakukan
menyangkut tentang hak atas tanah seringkali mankab kesulitan tersendiri
bagi sebagian masyarakat terutama bagi masyarakamayang kurang
mengetahui tentang aturan hukum yang berkaitan atetgnah. Sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk tanah-tayahg telah memiliki
sertipikat, pengalihan hak atas tanah tersebukukkn di hadapan PPAT selaku
pejabat yang berwenang untuk itu.

Penjual dan pembeli mendatangi PPAT untuk dibuatkea jual beli, karena
sesuatu hal penjual maupun pembeli tidak dapat ngképi persyaratan-

persyaratan yang diminta PPAT, tentu saja PPATktidapat melaksanakan
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keinginan para pihak. PPAT menyarankan agar pahakpmembuat suatu
perikatan guna kepentingan para pihak, perikateselbeit adalah perikatan jual
beli.

2. Perikatan

Perikatan menurut Yustianus merupakan suatu klkeamajdari seseorang
untuk mengadakan prestasi terhadap pihak lain. Mgrdefenisi ini perikatan
hanya ditinjau dari satu segi saja, yakni segi laa atau segi pasifnya saja.
Sedangkan Von Savigny mengatakan bahwa perikateanhwadalah hak dari
seseorang (kreditur) terhadap seseorang lain (abiMenurut defenisi ini
perikatan juga hanya ditinjau dari satu segi sg&ni segi hak atau segi aktifnya.
Jadi baik Yustianus maupun Von Savigny hanya nidrgtatkan perikatan
hukum pada satu segi s&fa.

Perbedaan defenisi yang diberikan oleh Yustianas ®on Savigny
adalah bahwa Yustianus menekankan pada segi kewajitau segi pasif,
sedangkan Von Savigny hanya menekankan pada degtdasegi aktif. Padahal
suatu perikatan hukum itu mempunyai dua segi, yakgi aktif (hak) dan segi
pasif (kewajiban). Dalam segi pasif (kewajibanp&grat dua unsur, yaitbchuld
danHaftung Schuld(bahasa Jerman) menurut arti yang sebenarnyahasiagdu
hutang. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Jerm&chuld berarti suatu
keharusan untuk melakukan prestaseprestery terlepas dari persoalan ada

sanksi atau tidak.

2\Mariam Darus Badrulzamahiukum BisnisEresco, Jakarta, 1997, halaman 139.
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Haftung adalah pertanggungjawaban secara yuridis atataprdésrsebut.
Pada umumnya dalam suatu perikatan huk&chuld dan Haftung tidak dapat
dipisahkan. Artinya segi pasif suatu perikatan mlgelalu terdapat uns@&chuld
dan Haftung Namun ada kalanya suatu perikatan hukum segfngashanya
mempunyaiSchuldsaja, tanpa adanydaftung Jadi ada suatu kewajiban tetapi
tanpa tanggung jawab yuridis. Misalnya pada peaikdtukum wajarNatuurlijk
Verbinteni$, yaitu suatu perikatan hukum yang pelaksanaartidak dapat
dimintakan sanksi, artinya tidak dapat dituntutmdika pengadilan. Contohnya :
utang piutang karena perjudian Pasal 1788 KUH Rarda

Suatu perikatan wajaN@tuurlijk Verbentenis dapat menjadi perikatan
yang dapat dituntut di muka pengadilaDivil Verbenteniy apabila utang itu
secara sukarela telah dibayar oleh debitur Pasl IWUHPerdata. Hukum
perikatan merupakan istilah yang paling luas cakopa. Istilah perikatan
merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belaiida/Agrbintenis
Istilah hukum perikatan ini mencakup semua ketent@am buku ketiga dari
KUHPerdata. Karena itu istilah Hukum Perikatan itethri dua golongan besar,
yaitu

a. hukum perikatan yang berasal dari undang-undang:
b. hukum perikatan yang berasal dari perjanjian.

Sementara itu, istilah perjanjian dalam hukum gmgigan merupakan

kesepadanan dari istilaBvereenkomstlalam Bahasa Belanda, atAgreement

dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah hukumapgan mempunyai cakupan

“IMunir Fuady,Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum BisnGijra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, halaman 1.
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yang lebih sempit dari istilah Hukum Perikatan.aJitengan istilah Hukum
Perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bertikapan dalam buku ke
[l KUH Perdata, jadi termasuk perikatan hukum yéegasal dari perjanjian dan
perikatan hukum yang terbit dari undang-undang, andéngan istilah Hukum
Perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturéanggperikatan hukum yang
terbit dari perjanjian saja.

Umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian mekgn yang paling
banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-ltam yang juga ternyata
banyak dipelajari oleh alih hukum, serta dikembamglsecara luas oleh para
legislator, para praktisi hukum serta juga paradideawan hukum yang menjadi
aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurigfemsi dan doktrin-doktrin
hukum yang dapat ditemui dari waktu ke waktu.

Suatu perikatan harus memenuhi unsur-unsur atameakelemen sebagai
berikut??

a. Ada hubungan hukum, artinya hubungan yang didahbat oleh Undang-

Undang.

b. Di dalam bidang hukum harta kekayaan, yaitu tpesa-peraturan hukum
yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang betahg.
c. Antara dua pihak, yaitu antara kreditur yanghbkratas suatu prestasi
dengan debitur yang berkewajiban menunaikan piestas
Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal ybedpeda. Perikatan

merupakan suatu istilah atau pernyataan yang aemifstrak, yang menunjuk

“Komariah,Hukum PerdataUMM Press, Malang, 2005, halaman 140.
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pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekaydarma @lua atau lebih orang
atau pihak, di mana hubungan hukum tersebut mkthkewajiban kepada salah
satu pihak yang terlibat hubungan hukum tersebksiskensi perjanjian sebagai
salah satu sumber perikatan dapat ditemui landgagrada ketentuan Pasal 1233
KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perikatan, ladnena suatu persetujuan
atau karena karena undang-undang”.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumketemtuan Pasal 1313
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu Perjaagialah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanyditerhadap satu orang lain
atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa peganmelahirkan perikatan.
Dengan demikian hubungan antara perikatan dan njana adalah bahwa
perjanjian itu melahirkan suatu perikatan.

Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karengpthak itu saling setuju
untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan hal-hal terskatas dapat disimpulkan
bahwa perjanjian merupakan salah satu sebab lahsugtu perikatan (disamping
undang-undang) dalam hal harta benda/harta kekagaan oleh karenanya
“Hukum Perjanjian” merupakan bagian dari “Hukum iRatian” dan diatur di
dalam Buku ke Il KUH Perdata yang mengatur tentgegikatan. Dalam
bentuknya perjanjian berupa rangkaian perkataam yaangandung janji-janiji
atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Di dapat dilihat bahwa
perikatan adalah pengertian abstrak, sedangkaangiarj adalah suatu hal yang
kongkrit atas suatu peristiwa. Oleh karena itu Imglan antara perikatan dan

perjanjian dapat dibandingkan dengan “kejadian” ‘@éibat dari kejadian”.
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Perjanjian adalah kewajiban dan perikatan adakdbatdari perjanjian.
Pada Pasal 1381 KUH Perdata mengatur berbagai hegyasnya perikatan-
perikatan untuk perjanjian dan perikatan yang ldan undang-undang dan cara-
cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undigingtidaklah bersifat
membatasi para pihak untuk menciptakan cara yaingulatuk menghapuskan
suatu perikatan.

Akta perikatan jual beli ini merupakan akta yanigudt oleh Notaris dan
akta ini merupakan akta awal dari suatu akta jedilyang nantinya akan dibuat
di hadapan PPAT yang berwenang untuk wilayah olgekkatan jual beli
tersebut. Para pihak yang akan melakukan jual saediah terikat serta sudah
mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi kontra prestasi
sebagaimana yang disepakati dalam perikatan jlial be

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentgegsetujuan
perjanjian yaitu suatu perbuatan yang terjadi antsatu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau leD#finisi persetujuan diberikan
undang-undang ini tidak lengkap dan terlalu luadaK lengkap karena definisi
persetujuan tersebut hanya menyangkut mengenainfiarj sepihak yaitu satu
orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain sgkim orang lain tersebut
tidak diharuskan mengikat pada pihak pertama.

3. Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perdata Indonestmakal dari istilah

Belanda sebagai sumber aslinya sampai saat ininb&dtla kesamaan dan kesatuan

dalam menyalin ke bahasa Indonesia dengan katableinm ada kesatuan
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terjemahan untuk satu istilah asing ke dalam Istieknis yuridis dari istilah
Belanda ke dalam istilah Indonesia. Para ahli kukperdata Indonesia
menterjemahkan atau menyalin istilah perjanjiangyla@rasal dari istilah Belanda
didasarkan pada pandangan dan tinjauan masing-gnasin

Hukum Nederland dalam hubungan dengan istilarapgan dikenal dua
istilah yaitu verbintenisdan overeenkomstDari dua istilah tersebut para ahli
hukum perdata Indonesia berbeda-beda dalam peratgr dalam istilah hukum
Indonesia. Seperti Prof. Utrecht, S$Erbintenisditerjemahkan dengan perutangan
dan overeenkomstmenggunakan istilah perjanjian. Achmat Ichsan, SH
menggunakan istilah perjanjian untukerbintenis dan persetujuan untuk
overeenkomst.Drs. Kansil, SH verbintenis diterjemahkan perikatan dan
overeenkomaintuk perjanjian. KUH Perdata terjemahan Prof. Bbekti SH dan
Tjitro Sudibio menggunakan istilah perikatan untiekbintenisdan persetujuan
untukovereenkomst

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum pamikdiatur dalam
Buku Ill KUH Perdata. Dikatakan salah satu sumbekum perikatan karena
sumber hukum perikatan bukan hanya perjanjian itetagih ada sumber hukum
lainnya yaitu undang-undang, yurisprudensi, hukartulis, hukum tidak tertulis
dan ilmu pengetahuan hukum. Undang-undang jugagaebsumber hukum
perikatan masih dibagi lagi menjadi dua yaitu umgdandang saja dan undang-

undang karena perbuatan manusia yang halal danvarelaukum.

% Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada BaAkfabeta, Jakarta, 2003,
halaman 72.
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Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi: tiap-tiapkptan dilahirkan karena
persetujuan atau karena undang-undang. Dari buasalpgersebut secara jelas
bahwa sumber hukum perikatan yditu:

1. Perjanjian atau persetujuan adalah sumber menggeng melahirkan
perikatan karena perjanjian ini yang paling banghlkukan di dalam
kehidupan masyarakat. Misalnya, jual beli, sewayeaem adalah perjanjian
menerbitkan perikatan.

2. Undang-undang sebagai sumber perikatan dibagi (Blasal 1352 KUH
Perdata), yaitu:

a. Bersumber pada undang-undang saja misalnya otaag yang
berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah penkgang lahir dari
undang-undang.

b. Bersumber pada undang-undang karena perbuate@makgerbuatan
manusia dibedakan menjadi dua:

1) Perbuatan manusia menurut hukum, misalnya méwakisan orang
lain 1354 KUH Perdata.
2) Perbuatan manusia karena perbuatan melawan hgRasal 1365
KUH Perdata).
Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian merupaksmatu persetujuan
dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkanntuk melaksanakan

sesuatu hal dalam lapangan harta kekagaanenurut Wirjono Prodjodikoro,

4 Djaja S MelialaHukum Perdata Dalam Perspektif BWuansa Aulia, Bandung, 2014,
halaman 162.

% Abdul Kadir MuhammadHukum Perikatan Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,
halaman 6.
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perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mendearéd benda antara dua

pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau digmdgajanji untuk melakukan

sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntuksstaan perjanjian itd.

R. Subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian fadalatu peristiwa dimana

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimamaaodang itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwahtdimbulah suatu perikatan.

Artinya perjanjian itu menerbitkan perikatan antd@a orang atau lebih yang

membuatnya, dan dalam bentuknya mengandung janiji-gdau kesanggupan

yang diucapkan atau ditulis. Bentuk perjanjian dajbedakan menjadi 2 (dua)

macam, yaitu tertulis dan lisan.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibulghagpara pihak dalam bentuk

tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah merupaliatu perjanjian yang dibuat

oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakpdaia pihak).

Ada 3 (tiga) bentuk perjanjian tertulis, sebagaimdikemukakan sebagai berikut

:27

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangdeh gara pihak yang
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikiat pgnak dalam perjanjian
tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihakgeetDengan kata lain jika
perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga anaédra pihak atau salah satu

pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukahktbbukti yang diperlukan

% R. Wirjono ProdjodikoroAsas-Asas Hukum Perjanjiasumur Bandung, Bandung,
1993, halaman 9.
%’Salim,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan KontBikar Grafika, Jakarta, 2006,
halalaman 43.



36

untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga kiswa@ tidak berdasar
dan tidak dapat dibenarkan.
. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegaiésida tangan para pihak.
Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen senata-hanya untuk
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Adapi, kesaksian tersebut
tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi pgga. Salah satu pihak
mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, lpilang menyangkal itu
adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya
. Perjanjian yang dibuat di hadapan oleh notaiand bentuk akta notariel. Akta
notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dammdka pejabat yang
berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang umtu&dalah notaris, camat,
PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakat bukti yang sempurna
bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihagaeti

Ada 3 (tiga) fungsi akta notariel (akta otentijdjtu 2
. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkteétah mengadakan
perjanjian tertentu;
. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yamgjisedalam perjanjian adalah
menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa padgg#artertentu, kecuali jika
ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadalesjargian dan bahwa isi

perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para.pihak

*pid.
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Pada umumnya orang bebas dalam membuat perjatgiariidak terikat
pada bentuk tertentu bisa dibuat lisan atau tuliddmun zaman sekarang ini
suatu perjanjian secara lisan tidak dapat dipentedralagi dalam kaitan dengan
pembuktian, sehingga zaman sekarang ini perjahgrya dibuat dalam bentuk
tertulis, dalam bentuk akta dibawah tangan ataa akéentik yang digunakan
sebagai alat bukti.

Adanya kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakatpakan salah
satu faktor yang mendorong masyarakat untuk mempeganjian dihadapan
Notaris. Kesadaran hukum yang tinggi pada masyangkag ditandai dengan
semakin meningkatnya permintaan jasa Notaris, ng&ainya taraf hidup
masyarakat, adanya kemajuan teknologi yang begépatc dan semakin
banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbaging sehingga
menimbulkan dan mendorong para pelaku bisnis mkatkgn kegiatan usahanya
di berbagai bidang. Oleh karena itu dirasakan pgduakan akta Notaris dalam
praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yangag@mmaju dan kompleks.

Keberadaan Notaris sangat penting ditengah-tendaghidupan
masyarakat. Notaris merupakan suatu pekerjaan gaagiliki keahlian khusus
yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggundp jgavey berat untuk melayani
kepentingan umum. Notaris memberikan jaminan képgstketertiban dan
perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pataribakta otentik.

Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiapekspgehidupan masyarakat.
Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaramalfoini sangat

membutuhkan bantuan dan jasa dari notaris. Intagugotaris adalah mengatur



38

secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hulotara para pihak yang
secara mufakat meminta jasa Notaris. Akta yangalibleh Notaris adalah akta
otentik. Jika berbicara tentang akta otentik, ma#lak terlepas dari pengertian
akta itu sendiri, yaitu suatu tulisan khusus yaiiguat supaya menjadi bukti
tertulis.

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sakajzat menjadi alat
bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti hakienganggap semua yang
tertera dalam akta merupakan hal yang benar, keadal akta lain yang dapat
membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut s@&h karena itu, pembuatan
sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting.

Memiliki akta otentik berarti memiliki bukti atalandasan yang kuat di
mata hukum. Hal lain yang membuat akta otentik rikimkekuatan hukum
adalah karena akta otentik memiliki minuta akta gyahisimpan oleh negara
melalui Notaris. Akan sangat kecil kemungkinan akentik hilang. Bukan hanya
itu, jika seseorang menyangkal isi atau keberad&itmotentik maka akan mudah
untuk diperiksa kebenarannya.

Akta yang dibuat Notaris memuat atau menguraikacam autentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penej@pandisaksikan oleh para
penghadap dan saksi-saksi, atau dapat juga dikathkhiwa Akta Notaris
merupakan rangkaian suatu cerita mengenai perisyirg terjadi, hal ini
disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oledk giang membuat perjanjian

atau disebabkan oleh orang lain dihadapan Notaris.
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Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yaweggikat mereka yang
membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahrata perjanjian harus dipenuhi.
Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syanat/a perjanjian.

Ada dua syarat syahnya perjanjian yaitu syargegtify yaitu syarat yang
berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau méméganjian yang terdiri
dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk mekakskiatu perbuatan hukum.
Kemudian, syarat objektif, yaitu syarat yang bedd@idengan objek yang
dijadikan perbuatan hukum oleh para, yang terdai duatu hal tertentu dan
sebab yang tidak dilarang.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dad&ta Notaris. Syarat
subjektif dicantumkan dalam Awal akta dan syargekif dicantumkan dalam
Badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakanyjedan dari Pasal 1338 KUH
Perdata mengenai kebebasan berkontrak dan membeliepastian dan
perlindungan hukum kepada para pihak mengenai mamfayang dibuatnya,
dengan demikian, jika dalam awal akta, terutamaasygyarat para pihak yang
menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektika atas permintaan orang
tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dédaakta tidak memenuhi syarat
objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, seorang ahli hukum taNat,
menyatakan bahwa apabila suatu akta hendak merapestémpel otentisitas,
harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang dkentwleh Pasal 1868 KUH

Perdata yaknt®

2 G. H. S. Lumban Tobindgeraturan Jabatan Notarj€rlangga, Jakarta, 1999, halaman
48.
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1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seppapbat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang diteatukleh Undang-Undang;
3.Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa aktaibwatl harus mempunyai
wewenang untuk membuat akta itu.
Namun disamping Notaris berwenang untuk membuausakta otentik, dalam
hal-hal tertentu notaris dapat menolak pembuatatusakta yang dimintakan
kepadanya yaitd®
1. Jika diminta kepada notaris dibuatkan BeritarAcantuk keperluan/maksud
reklame;
2. Jika notaris mengetahui bahwa akta yang dikedlendleh para pihak itu
bertentangan dengan kenyataan atau hal-hal yaegaetya
4. Azas K epatutan
Asas kepatutan disini barkaitan dengan ketentuamgemai isi perjanjian.
Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yarentdikan juga oleh rasa
keadilan masyarakdtAzas Kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUP Perdata
berbunyi; suatu perjanjian tidak hanya mengikatukinhal-hal yang tegas
dinyatakan dalamnya, tetapi juga untuk segala sesyang menurut sifat
perjanjian diharuskan oleh kepatuhan. Dalam Pa88B8 lImenegaskan suatu

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

%0 Chairani BustamiAspek-Aspek Hukum Yang Terkait Akta Perikatan Bdil Yang
Dibuat Notaris Dalam Kota MedanTesis, Program Pascasarjana Universitas Sumblizra,
Medan, 2002, halaman 60.

31 Mariam Darus Badrulzamarkompilasi hukum perikatarPT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, halaman 89.
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Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahtakejujuran (itikad) baik dalam
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, tidak terletakagaghdaan jiwa manusia, akan
tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oledula boleh pihak dalam
melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifiamis, kejujuran dalam arti
dinamis atau kepatuhan ini berakar pada sifat perdrukum pada umumnya,
yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan damdpgErkepentingan yang ada
dalam masyarakat.

Suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperb@ehkepentingan
seseorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat keyantiorang lain sama sekali
terdesak atau diabaikan. Masyarakat merupakan angeaty terdiri tegak dalam
keadaan seimbang,dalam melaksanakan perjanjians hditakukan dengan
mengandalkan norma-norma kepatuhan dan kesusPasal 1338 KUH Perdata
itu memberikan kekuasaan hakim untuk mengawaskga&h@an suatu perjanjian
agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kegraaitau keadilan.

Azas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 RéfHata ini berkaitan
dengan isi perjanjian, melalui ini ukuran tentandpingan ditentukan juga oleh
rasa keadilan dalam masyarakat. Isi perjanjian glimgksudkan adalah apa yang
dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak enandnak dan kewajiban
mereka di dalam perjanjian tersebut. Kepatuhannd&asal 1339 KUH perdata,
yang secara bersama-sama dengan kebiasaan dan gwmiamg harus

diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan pegani

32 Wirjono Projodikoro,Azas-azas Hukum PerjanjiaiMandar Maju, Bandung, 2000,
halaman 87.
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Tan Kamello dalam pandangan hukumnya menyatakanddalam KUH
Perdata, kepatutan adalah tiang hukum yang wajiegakkan. Sebagai azas
kepatutan memiliki peran dan fungsi antara lain anepah atau
mengenyampingkan isi perjanjian. Hal ini sebagaengang terdapat dalam Pasal
1339 KUH Perdata. Isi perjanjian yang dibuat bemdeen asas kebebasan
berkontrak harus dijalankan dengan itikad Baik.

Dalam doktrin hukum perjanjian, ajaran itikad baieliputi itikad baik
subjektif dan itikad baik objektif. Ajaran itikadalix subjek diartikan dalam
hubungan dengan hukum benda yang bermakna kejugerzerti yang tercantum
dalam Pasal 533 KUH Perdata berbunyi itikad bai&nsanya harus dianggap ada
pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barangsiapa dulenakan itikad buruk
kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu.

Ajaran itikad baik objektif adalah yang berhubumgdengan hukum
perikatan, yaitu pelaksanaan perjanjian harus lberjlengan mengindahkan
kepatutan kesusilaan.Hal tersebut bermaksud supegalannya perjanjian itu
dapat dinilai dengan ukuran benar. Kepatutan haersgacu isi perjanjian. Pihak
yang menilai kepatutan adalah hakim. Ketika hakieniai kepatutan itu harus
mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam arakgt. Dengan demikian

kepatutan juga harus melihat kebiasaan yang berkegnttalam masyarakat.

https://anzdoc.com/bab-ii-kedudukan-asas-kepattiédam-sistem-hukum-
perjanjia.html diakses September 20h8laman 68.
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B. Pengaturan Terhadap Harga Jual Beli Pada Akta Perikatan Jual Beli
Pengaturan terhadap harga jual dalam sebuah ferikpal beli

berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakuakeafpjual beli. Sebab,
konsekwensi dari perjanjian yang dibuat secara addlah berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnyarpen tersebut tidak dapat
ditarik kembali selain dengan persetujuan keduaalbebihak serta harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuaigdenPasal 1338 KUH Perdata
ayat 1, 2 dan 3.

Menurut J. Satrio perjanjian yang dibuat secafa alean mengakibatkan
hal-hal sebagai berikdf:
1) Perjanjian mengikat para pihak

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menigaiwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebag#ang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Unsur terpenting adalah isinya.imiaikarenakan isi dari
suatu perjanjian ditentukan oleh para pihak. Pdrakptelah menentukan sendiri
isinya maka para pihak tidak dapat membatalkanapgsin secara sepihak.
Apabila salah satu pihak ingin perjanjian itu batalaka harus berdasarkan
kemauan atau kehendak dari kedua belah pihak aelagarkan alasan yang
cukup menurut undang-undang.
2) Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak
Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata mengatur bahwa quexfanjian tidak bisa

dibatalkan secara sepihak. Pasal ini merupakamn stkabvat dari kalimat janji itu

3. SatrioHukum PerjanjianPT. Citra Aditya Bakti, 1992, halaman 357.
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mengikat. Karena itu jika hendak membatalkan p@gantersebut hendak
dilakukan kedua belah pihak.
3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad.baik
Seperti diterangkan sebelumnya dalam Pasal 1338 ay&UH Perdata
menyatakan perjanjian dilaksanakan dengan itikakl Rsmlam suatu perjanjian,
itikad baik diwujudkan oleh para pihak dengan memiatorma-norma kepatuhan
dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dat@milai itikad baik ini
ditentukan oleh majelis hakim.
Hal yang perlu diperhatikan adalah Pasal 1320 Kd#l&a agar sahnya suatu
penjanjian atau perikatan diantara para pihak yaitu

a. Kesepakatan para pihak

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal.

Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataaeniaek yang disetujui
oleh para pihakdvereenslemende wilsverklarjndan persetujuan kehendak itu
sendiri adalah kesepakatan, seia sekata antar&-pit@k mengenai pokok
perjanjian yang dibuat.

Hal-hal yang berhubungan dengan syarat kedua yattakapan dan
kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan unepleritingan diri pribadi
orang perorangan ini diatur dalam Pasal 1329 KUHI&a sampai dengan Pasal

1331 KUH Perdata. Kecakapan bertindak adalah keeskatau kemampuan
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untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukatalagerbuatan yang akan

menimbulkan akibat hukum.

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haroskeng-orang yang
cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan pudukum,
sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undangl R829 KUH Perdata
menegaskan bahwa setiap orang adalah cakap untukbumé perikatan-
perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinkartetidak cakap.

Pasal 1330 KUH Perdata memberikan batasan oramgronana saja yang
dianggap cakap bertindak dalam hukum, dengan magmtbahwa yang tidak
cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. Anak yang belum dewasa;

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;

3. Orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan undadgng dan semua orang
kepada siapa undang-undang telah melarang memleugnjgan-perjanjian
tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas point kei3Pdsal 1330 KUH Perdata

tidak berlaku lagi dengan keluarnya Surat Edarahkdmah RI Nomor 3 Tahun

1963 yang isi dari surat edaran tersebut adalalwda®eorang perempuan yang

sudah bersuami atau berada dalam suatu ikatanwiagkatelah dapat melakukan

tindakan hukum dengan bebas serta sudah dibenar&aghadap di Pengadilan
walaupun tanpa izin suaminya.

Suatu hal tertentu adalah merupakan syarat ketiggk sahnya perjanjian.

Artinya apa yang diperjanjikan sebagai hak-hak kiamajiban-kewajiban kedua
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belah pihak jika timbul perselisihan. Suatu haltetetu merupakan pokok
perjanjian, prestasi yang perlu dipenuhi dalam wsyrjanjian dan merupakan
objek perjanjian. Prestasi itu haruslah tertentau asekurang-kurangnya dapat
ditentukan. Syarat bahwa prestasi itu harus terteapat ditentukan. Gunanya
ialah untuk menciptakan hak dan kewajiban keduahbedihak jika timbul
perselisihan dalam perjanjian. Jika prestasi itbukasehingga perselisihan itu
tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak égek gerjanjian. Akibat tidak
dipenuhinya syarat ini, maka perjanjian batal dieakum.

Suatu sebab yang halal sebagai syarat keempat sahinya perjanjian
sering juga disebut dengaorzaak(bahasa Belanda) darause(bahasa latin).
Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang memiaugnjian, yang
mendorong orang membuat perjanjian.

Tetapi yang dimaksud dengan cause yang halal dd&asal 1320
KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti yang meadyean atau yang
mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sdakdm arti isi perjanjian
itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akaapaicoleh pihak-pihak.

Dua syarat yang pertama yakni Kesepakatan dan Epeakdisebut syarat-syarat
subjektif karena mengenai pihak-pihak atau subjeRgyterdapat dalam suatu
perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhiriyalkatu hal tertentu dan sebab
yang halal disebut syarat objektif karena mengemajanjian itu sendiri atau
objek hukum yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata maka dapaatdddhwa perbedaan

antara syarat subjektif dan syarat objektif teHgitada akibat hukum yang terjadi
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apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Apaduatu syarat subjektif tidak
terpenuhi yaitu kesepakatan dan cakap bertindakrdaukum, maka perjanjian
tetap mengikat kedua belah pihak, tetapi salah gattk mempunyai hak untuk
meminta agar perjanjian itu dibatalkawe(nietig. Sedangkan apabila syarat
objektif tidak dipenuhi yaitu objek tertentu atauati sebab yang halal, maka
perjanjian tersebut batal demi hukumuk and void, yaitu secara hukum sejak
awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Jika kedua belah pihak sudah setuju dengan hagg tertuang dalam
perikatan jual beli tersebut maka hal itu lah yamgnjadi pegangan para pihak.
Karena itu, dalam melakukan perikatan harus beeaab dilakukan sesuai
dengan harga yang sebenarnya sehingga tidak melkankterugian di kemudian

hari.



BAB 111
KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI YANG BERSUMBER DARI

AKTA PERIKATAN JUAL BELI

A. Akta Jual Beli, Kuasa Menjual, Wanprestasi
1. Akta Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adaledt tanda bukti
berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, kepytusatang peristiwa hukum
yang dibuat, dan disahkan oleh pejabat resmi. Sodikertokusumo memberikan
pengertian mengenai akta adalah surat sebagdutatyang diberi tandatangan,
yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dakarpada suatu hak atau
perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaji pembuktiari®

Subekti mengatakan suatu akta ialah suatu tulfssigy memang dengan
sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang sipetistiwa dan ditandatangafii.
A Pitlo menyebutkan akta adalah suatu surat yamgndatangani, diperbuat,
untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunaiiah orang untuk keperluan
siapa surat itu dibudf.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, jual beliladgroses peralihan
hak dari penjual kepada pembeli yang dilengkapgderbukti-bukti. Akta Jual

Beli adalah salah satu akta otentik atau dokumeg y@enjadi bukti sah peralihan

% Sudikno Mertokusumaddukum Acara Perdata Indonesihiberty, Yogyakarta, 2006,
halaman 149.

% Subekti,Hukum PembuktiagrPradya Paramitha, Jakarta, 1995, halaman 25.

37 A Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa Kitab Undang-Undang Hukurerdgta
Belandaditerjemah oleh M Isa Arjdhtermasa, Jakarta, 1986, halaman 52.

48
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hak atas tanah dan bangunan. Pada prinsipnya gligiahah bersifat terang dan
tunai, yaitu dilakukan di hadapan PPAT dan hargaelgdn dibayar lunas.

Ditegaskan sebelumnya menurut Pasal 37 Perateraerihtah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual Bedrupakan bukti sah
(selain risalah lelang, jika peralihan haknya mel&lang) bahwa hak atas tanah
dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. 2ksh Beli dibuat di hadapan
PPAT atau camat untuk daerah tertentu yang masihgaerdapat PPAT. Secara
hukum, peralihan hak atas tanah dan bangunan bdak dilakukan di bawah
tangan.

Langkah pertama sebelum anda membeli atau mdajuath dan bangunan
adalah dengan mendatangi PPAT. Secara hukum pardtiak atas tanah wajib
dilakukan melalui PPAT dan tidak dapat dilakukabagvah tangan. Sebelum
transaksi jual beli dilakukan, PPAT akan memberik@njelasan mengenai
prosedur dan syarat-syarat yang perlu dilengkajik lbéeh penjual maupun
pembeli.

Tahap pembuatan Akta Jual Beli sudah diatur dadParaturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 08 Tahun 2012nigrRandaftaran Tanah.
Ada beberapa syarat yang diperlukan sebelum memikiat Jual Beli, antara
lain, pajak penjual berupa Pajak Penghasilan (RiRB), serta pajak pembeli
berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BanguRaiT@.

2. Kuasa Menjual
Kuasa untuk menjual merupakan salah satu bentuk dari kuasa yang

sering dalam praktek sehari-hari di kantor notaris, kuasa menjual ini biasanya
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sangat terkait dengan peralihan hak atas tanah. Keberadaan kuasa menjual
tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal diantaranya:*®

a. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan
pejabat yang berwenang karena dalam keadaan sakit;

b. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan
pejabat yang berwenang karena tidak berada ditempat sementara
waktu.

Kondisi dan keadaan semacam ini akan memunculkan pemberian
suatu kuasa menjual untuk mempermudah diselenggarakannya perbuatan
hukum yang diinginkan oleh para pihak, yakni peralihan hak atas tanah
melalui proses jual beli. Namun, terdapat juga surat kuasa menjual untuk
menguatkan akta perikatan jual beli. Persyaratan dalam penerbitan akta kuasa
menjual karena akta tersebut merupakan akta otentik.

Kegunaan dari kuasa menjual tersebut adalah pemberi kuasa
memberikan suatu kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual
bertindak untuk nama pemberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum jual
beli tanah, yang mana pemegang hak atas tanah tersebut adalah si pemberi
kuasa.

Dalam akta kuasa harus disebut secara jelas dan terperinci tentang

obyek dari kuasa, seperti:*

$Muhammad Eddo Afrian, Kuasa Menjual Sebagai Altgfriaenyelesaian Sengketa
Kredit Macet di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbdunal Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Riau, 2016, halaman 8.

*Ibid, halaman 9.
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a. Luas tanah;

b. Nomor sertipikat tanah,;

c. Batas-batas tanah (apabila belum sertifikat);
d. Nama pemegang hak;

e. Nama pemberi kuasa;

f. Nama penerima kuasa.

Akta kuasa untuk menjual sama halnya dengan akta perjanjian kredit
dan akta pengakuan hutang, yang mana akta-akta tersebut merupakan akta-
akta yang dipakai di dalam akad kredit, apabila akta-akta tersebut telah selesai
diterbitkan maka salinan atas akta-akta tersebut diserahkan kepada bank
selaku kreditur untuk digunakan sebagaimana fungsinya. Notaris hanya
membuat/ menerbitkan akta-akta tersebut dan memberi jaminan atas
keotentikan dari akta-akta tersebut, sehingga pelaksanaan akta-akta tersebut
dikemudian hari hanya dilakukan oleh kreditur tanpa menyertakan Notaris
dan sebagai kewajiban Notaris.

Pihak kreditur meminta kepada Notaris menerbitkan beberapa akta,
termasuk akta kuasa untuk menjual dari debitur kepada kreditur, sehingga
apabila debitur wanprestasi, kreditur akan menjual tanah milik debitur
berdasarkan kuasa jual tersebut guna melunasi piutangnya, dimana akta
kuasa menjual tersebut berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian kredit
karena didalam akta kuasa untuk menjual tersebut berisikan klausul.

Praktik pemberian kuasa untuk menjual untuk pelunasan hutangnya

debitur ini masih terjadi yang sering membuat kuasa untuk menjual atas
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permintaan kreditur. Pihak kreditur selalu meminta untuk dibuatkan kuasa
menjual dari debitur, karena kuasa untuk menjual tersebut sangat efektif,
lebih mudah, biayanya murah dan tidak berbelit-belit apabila objek jaminan
akan dijual pada saat debitur cidera janji/wanprestatsi.

Pemakaian dari akta kuasa untuk menjual dalam dunia perkreditan
sangat tidak sebanding, apabila akta ini ditanda tangani bersamaan dengan
akta-akta lain yang dibuat pada saat akad kredit dimana salah satu aktanya
menyangkut, akan tetapi menjadi sebanding bila ditanda tangani pada saat
debitur wanprestasi dan telah menerima peringatan dari pihak kreditur.
Misalnya debitur telah melakukan wanprestasi lalu kreditur dan debitur
datang kepada Notaris untuk diterbitkan akta kuasa menjual, maka akta
tersebut sebanding dengan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan,
karena didalamnya terdapat penyerahan secara sukarela, akan tetapi apabila
akta kuasa untuk menjual tersebut ditanda tangani bersamaan dengan akta-
akta saat akad kredit, hanya akan melemahkan posisi debitur.

Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa untuk menjual merupakan
hal yang sangat penting dalam pemberian kuasa, mengingat pemberi kuasa
melakukan suatu perbuatan hukum dengan memberikan kepentingannya
kepada penerima kuasa, akan tetapi tidak kalah pentingnya perlindungan
hukum harus juga diberikan kepada penerima kuasa dalam menjalankan
perbuatan hukum tersebut, agar perbuatan hukum yang dijalankan oleh

penerima kuasa sesuai dengan landasan hukum yang benar.
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Pembuatan akta kuasa untuk menjual dalam suatu akta otentik dapat
memberikan suatu perlindungan hukum bagi para pihak, mengingat dalam
hal ini Notaris selaku pejabat umum yang berwewenang membuat akta
otentik dapat memberikan saran-saran hukum sehingga akta kuasa untuk
menjual yang dibuat dapat memberikan perlindungan hukum yang berimbang
bagi kedua belah pihak. Akta kuasa untuk menjual yang dibuat dihadapan
Notaris merupakan suatu akta otentik sehingga telah memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya, mengingat akta
Otentik merupakan alat bukti yang sempurna.

Notaris juga memberikan jaminan kepada para pihak dengan
menyebutkan hak dan kewajiban pemberi kuasa, karena kuasa untuk menjual
merupakan kuasa khusus yang menyebutkan dengan jelas subjek dan objek
hukum yang terdapat dalam akta kuasa untuk menjual, misalnya dalam akta
kuasa untuk menjual menjelaskan secara rinci siapa pemberi dan penerima
kuasa serta objek yang menjadi barang kuasa tersebut. Dengan dilakukannya
kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti kedua pihak haruslah
mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan
yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.

Penggunaan kuasa mutlak didalam akta kuasa untuk menjual dengan
memberikan klausul dengan menyampaikan pasal 1813 KUH Perdata,
khususnya dalam peralihan hak terhadap kepemilikan tanah tetap dibenarkan
asalkan telah terpenuhinya segala kewajiban pembayaran, sehingga hak

penjual tidak ada yang kurang atau belum terselesaikan.Akan tetapi apabila
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tidak terpenuhinya segala pembayaran maka kuasa mutlak dalam akta kuasa
untuk menjual tidak dapat digunakan.

Hal tersebut diatas merupakan bentuk perlindungan hukum pada para
pihak, namun didalam akta kuasa untuk menjual yang berkaitan dengan
dunia perkreditan, penggunaan kuasa mutlak dalam akta kuasa untuk
menjual merupakan antisipasi bagi penerima kuasa terhadap kejadian yang
tidak diinginkan dikemudian hari. Hal tersebut menjadi wajar karena didalam
akta kuasa untuk menjual juga menyebutkan bahwa kuasa ini merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta perjanjian kredit, maka apabila
kredit tersebut berakhir, maka berakhir pula kuasa tersebut.

3. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi déslitur dalam setiap
perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdatap perikatan adalah
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatw w@wttuk tidak berbuat
sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi adalah er@ab seuatu, berbuat
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur seladerai dengan tanggung
jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayagbagai jaminan
pemenuhan utangnya kepada debitur. Menurut keteniasal 1131 KUH
Perdata dan 1132 KUH Perdata, semua harta kekayelaitur baik bergerak
maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupng gkan ada menjadi
jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. dFam&emacam ini disebut

jaminan umum.
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Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, ingkar, jgohgk memenuhi
kewajibannya dalam perikatan. Wujud dari tidak meome perikatan itu, ada tiga
macam, yaity?
a. debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
b. debitur terlambat memenuhi perikatan;
c. debitur keliru atau tidak pantas memenuhi péaika
Kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur takiaa tidak
memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mdagan perjanjian pihak-
pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakajampjéan tersebut. Bahkan di
dalam perikatan di mana waktu untuk melaksakantgsiestupun ditentukan,
cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yauglah mudah untuk tidak
berbuat sesuatu.
Hak-hak kreditur kalau terjadi ingkar janji adakgbagai berikut*
a. Hak menuntut pemenuhan perikataakomen)
b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau perikatarersifat timbal
balik, menuntut pembatalan perika{@mtbining)
c. Hak menuntut ganti rugschade vergoeding)
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan gagiti ru

e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatagan ganti rugi.

40 Mariam Darus Badrulzamafompilasi Hukum PerikatanPT. Citra Aditya bakti,
Bandung, 2001, halaman 19.
“! Ibid, halaman 21
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B. Kedudukan Perjanjian Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
1. Menurut Konsep KUH Perdata

Buku 1l KUH Perdata telah dinyatakan dicabut dadak berlaku
sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alag tgakandung di dalamnya
bersamaan dengan diberlakukannnya Undang-undangkPagraria. Namun
demikian, Buku Il KUH Perdata tidak secara tegasyatakan tidak berlaku.
Terhadap hal ini harus dipandang bahwa normahukatand Buku 11l KUH
Perdata yang tidak secara tegas dinyatakan tiddlkbetersebut, setidaknya
merupakan konsep hukum sepanjang tidak bertentadgagan prinsip-prinsip
hukum agraria, disamping kenyataannya belum teadegkum positif mengenai
perbuatan-perbuatan hukum hak atas tanah.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanaktanpatnya disingkat
PPJB-HAT, merupakan suatu perjanjian antara ‘calpaimbeli dan ‘calon’
penjual dengan obyek hak atas tanah. Hak atas tafagai obyek jual beli dapat
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Banguatan Hak Pakai. PPJB-
HAT yang dimaksud dalam tulisan ini ialah PPJB H&dhgan pembayaran lunas
yang dibuat bersama dengan Kuasa menjual dan padennya dibuat dengan
akta notariil, yaitu akta pihalpértij akta) berdasarkan asas kebebasan berkontrak
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1338 KdidaR, bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagkng-undang bagi para pihak
yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali seldengan kesepakatan

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan ydely wndang-undang
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dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian hatilsksanakan dengan itikad
baik. Konsep hukum demikian itu sesungguhnya tidakentangan dan dapat
diterima terhadap perjanjian dengan objek hak taash. Pasal 1319 KUH
Perdata menyatakan, bahwa semua perjanjian, baifg yaempunyai nama
khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu rteneentu, tunduk pada
peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam hamaopun bab yang lalu.
Bab ini yang dimaksudkan dalam frasa tersebut hdBlaku Ill Bab Kedua

tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan darintkak dan perjanjian,

sedangkan yang dimaksud dengan bab yang lalu Bidu Il Bab Kesatu

tentang perikatan-perikatan umumnya.

PPJB-HAT termasuk dalam perjanjian tanpa namegnkatidak secara
khusus disebut dalam KUH Perdata seperti misalngibeli, sewa menyewa dan
lain-lain, sehingga tunduk pada azas-azas umunarpem. Dalam membuat akta
PPJB-HAT Notaris bersandar pada ketentuan Pasalab(2) huruf f Undang-
undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahas BWndang-undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaembarikan kewenangan
kepada Notaris untuk membuat akta yang berkaitangate pertanahan.
Keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f ini harushdifsi sedemikian adanya
sebagai dasar bagi Notaris untuk membuat akta PIAJBdan secara normatif
diterima sedemikian rupa sebagai norma yang bedakagai hukum positif.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentargbBhan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentarafUPan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah belum atau tidak mengatur memngehini. Dalam cakupan
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yang lebih luas dikatakan, bahwa hukum pertanahglanb mengatur secara
komprehensif mengenai perjanjian hak atas tanah.

PPJB-HAT berdasarkan konsep KUH Perdata tidakebemhgan dan
dapat diterima dalam hukum pertanahan berdasardkonh Adat sebagaimana
dimaksud Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria, yatigya bahwa hukum
pertanahan dibangun berdasarkan hukum adat yangmplisnakan dan
disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalamar&dlegang modern

(Penjelasan Umum IIl angka (1) Undang-Undang Pdkgiaria.

2. Menurut Konsep Hukum Adat

Hilman Hadikusuma menjelaskan, sebagai berikuterivut hukum adat
suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihakgyaaling berjanji atau
dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Spatjanjian belum tentu akan
terus mengikat para pihak walaupun sudah disepakgdir suatu perjanjian yang
disepakati dapat mengikat harus ada tanda ikatetapil dengan adanya tanda
ikatan belum tentu suatu perjanjian itu dapat dibpeénJadi suatu tanda ikatan
menurut hukum adat belum tentu merupakan ‘tandayikan Disamping itu
terdapat tanda-tanda ikatan antara manusia dambukausia. Dengan catatan
tidak semua daerah di Indonesia berlaku tandarikgtag sama®*?
Kaitan dengan PPJB-HAT, maka sesungguhnya PPJB-#8Xl konsep hukum
Adat demikian itu merupakan dua hal yang identiRIJB-HAT sesungguhnya
merupakan tanda pengikat atau perjanjian pengikatalaupun pada PPJB-HAT

tanda ikatan senantiasa berupa uang muka watmrschot. Dalam hukum

2 Hilman HadikusumaHukum Perjanjian Adat Alumni, Bandung, 1982, halaman. 103.
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perjanjian adat dikenal apa yang disebut dengard&aakan jadi’, yaitu tanda
pengikat dari suatu perjanjian yang telah disepasii@h kedua belah pihak,
sehingga kedua belah pihak berkewajiban memenuhjargean yang telah
disepakti tersebut. Istilah yang popular untuk darakan jadi’ tersebut disebut
‘panjer’ (Jawa). Hingga saat ini tetap sama dataker

Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum thak persebut disebut sebagai
perbuatan hukum bersegi duawéezijdig. Inti dari transaksi tersebut adalah
peralihan hak atas tanah disertai dengan pembayaratan dari pihak lain
seketika. Dalam hukum tanah, perbuatan hukum tetrsgibebut transaksi jual.
Transaksi jual menurut isinya dibedakan menjadi tigacam, yaitd®

a. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontanadiderigan ketentuan
bahwa yang menyerahkabn tanah mempunyai hak untakgambil
kembali tanah dimaksud dengan pembayaran uang samg jumlahnya
(Jual Gadai, Manggadai: Minangkabau), Adol/Sendawd), Ngajual
Akad/Ngajual Gade (Sunda), Menjual Gadai (Riau &Embi).

b. Penyerahan tanah dan pembayaran kontan tan, syguk seterusnya dan
selamanya. (Adol Plas: Jawa; Menjual Jada: KaliamgnMenjual Lepas:
Riau dan Jambi)

c. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontanadiperjanjian bahwa
apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum laindsds satu atau dua
atau tiga atau beberapa kali panen, tanah teréelibali kepada pemilik

tanah semula. (Menjual Tahunan, Adol Ayodan (Jawa).

“3 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia-Dal#tjian Kepustakaan, (Bandung:
Alfabeta, 2008), him. 325-329
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Menurut Saleh Adiwinata, ketentuan ketentuan tenjaal-beli tanah serta
keharusannya untuk membuat akta jual beli tanabelbeit dihadapan PPAT
merupakan ketentuan yang memalkdbaigende rechi karena pada jual-beli dan
transaksi-transaksi lainnya terkait dengan tugasgyg@easan terhadap transaksi-
transaksi tersebut oleh PemerintatSelanjutnya dinyatakan, bahwa sekalipun
dapat dianggap hak atas tanah sudah beralih, npematihan itu belum berlaku
bagi pihak ketiga. Meskipun si pembeli sudah mergpuakta PPAT, tidak boleh
menjual kembali hak tanah tersebut kepada pihaigdeselama belum dibalik
nama di Kantor Pertanahan.

Permasalahan mengenai peralihan hak pada juatamelh dalam hukum
adat sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agtargebut, tidak terjadi
persoalan yaitu dengan adanya pringjplijke overstekénkarena serentak tanah
itu beralih pada waktu akta jual belinya ditandgtam dihadapan Kepala Desa,
namun pada saat jual-beli tanah setelah berlakumgaurut Undang-undang
Pokok Agraria hal ini dapat menjadi persoalan. Kidaungkin kiranya bilamana
kita anggap hak itu pindah kepada si pembeli paditwakta yang dibuat
dihapan PPAT ditandatangani oleh para pihak yamgpbgkutan, sebab peralihan
hak miliknya itu masih harus disetujui dulu olehriii Agraria atau atau pejabat
yang ditunjuk olehnya”

3. Dalam Perspektif Hukum Pertanahan
Hukum Pertanahan yang dimaksudkan adalah berbagaaturan

perundang-undangan yang mengatur tentang pengugsamaiikan, penggunaan

“ Saleh AdiwinataPengertian Hukum Adat Menurut Undang Undang Pokgkada,
Alumni, Bandung, 1976, halaman 29-42.
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dan pemanfaatan tanah. Dalam kaitannya dengan galahan ini, lebih khusus
hukum pertanahan yang dimaksudkan adalah pergberamdang-undangan yang
berkaitan dengan perjanjian dengan obyek hak ateht Dari hasil inventarisasi
dan penulusuran terhadap hukum pertanahan, tidekndkanadanya satu pun
norma hukum yang mengatur tentang sahnya juahbklatas tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangld®taran Tanah
hanya menentukan bahwa setiap peralihan hak ata$ tgang salah satunya
berupa jual beli harus dilakukan di hadapan PPATgpi apa saja syarat-syarat
jual beli, terjadinya jual beli, saat beralihny&kreas tanah, dan lain-lain belum
diatur secara tegas dalam hukum pertanahan. Haberbeda dengan KUH
Perdata yang telah mengatur hal-hal berkaitan agepgiaksanaan suatu jual beli.

Di sisi lain, KUH Perdata tidak dapat lagi diguaaksebagai dasar
pengaturan jual beli hak atas tanah. Dengan dioghuuku 1l KUH Perdata hal-
hal berkaitan bumi, air dan ruang angkasa, makaurne®ri Soedewi Masjchoen
Sofwan, pasal-pasal yang merupakan ataupun bertaéagan pasal-pasal yang
tak berlaku itu, meskipun tidak tegas-tegas dicalant diletakkan di luar buku II,
yaitu dalam Buku Ill, Buku IV KUH Perdata juga dggap tidak berlaku lagi.
Juga pasal-pasal tentang sewa menyewa, jual belhtaan lain-lain, karena
bertalian dengan tanah yang sudah diatur khususndbeindang-undang Pokok
Agraria maka pasal-pasal tersebut tak berlaku*fagi.

Terhadap pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwaehigrsdianalisis, sebagai

berikut;

> Sri Soedewi Masjchoen SofwaAyukum Perdata: Hukum Bengd@ogyakarta: Liberty,
1975), him. 7.
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Pertama, sesungguhnya Undang-undang Pokok Agralienbmengatur tentang
sewa-menyewa, jual beli tanah dan lain-lain yangabian dengan tanah. Pada
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-unidakgk Agraria, belum
ada satupun peraturan perundang-undangan yang tuengmtang syarat,
terjadinya dan batalnya serta hal-hal yang benkaitangan peralihan hak atas
tanah.

Kedua, terhadap PPJB-HAT yang telah dan serifjadiestalam kehidupan
transaksional masyarakat, sepanjang dilakukan debgaar, maka dasar-dasar
teoritik sesungguhnya telah ada dalam hukum adag glsistensi hukum adat itu
sendiri juga diakui secara tegas oleh Pasal 5 Updadang Pokok Agraria
sebagai dasar berlakunya hukum agraria.

Undang-undang Pokok Agraria sebagai undang-undamkpk yang
mengatur tentang hal-hal mendasar mengenai agter@asuk pertanahan di
dalamnya, hanya menentukan bahwa hukum yang belaku agraria adalah
hukum adat. Artinya, bahwa pengaturan tentang pssan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk paralila&k atas tanah
berdasarkan hukum adat.

Pasal 2 dan 3 dalam Peraturan Jabatan PPAT pandgai menyatakan,
bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagiaatd&egendaftaran tanah
dengan membuat akta otentik sebagai bukti telakualdlannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milils Satuan Rumah Susun, yang

akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubaham pleridaftaran tanah yang
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diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatanumuk/ang dimaksudkan
adalah:

a) jual beli;

b) tukar menukar;

c) hibah;

d) pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e) pembagian hak bersama;

f) pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tea&thilik;

g) pemberian Hak Tanggungan;

h) pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Mencermati dua ayat dalam Pasal 37 Peraturan Raateiomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran tanah, dianalisis sebagaiuterik
Pertama, Pasal 37 ayat 1 sesungguhnya tidak méaensah dan saat terjadinya
jual-beli hak atas tanah, syarat-syarat jual bak htas tanah, dan saat peralihan
hak atas tanah. Pasal ini hanya mengatur tentdagsa@aan pendaftaran hak atas
tanah. Namun demikian, karena Pendaftaran hakna¢agntukan saat terjadinya
peralihan hak atas tanah, maka peralihan hak aagahdapat dilakukan di
hadapan PPAT. Peralihan hak atas tanah menurutrhaklat yang berprinsip
bahwa saat peralihan hak atas tanah terjadi seketi&ara tunai, riil, dan terang,
yaitu seketika diserahkan kepemilikan hak atashiaye dan dibayarnya harga,
sedangkan prinsip hukum ‘terang’ mengandung makmgibwdilakukan di

hadapan PPAT.
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Kedua, Pasal 37 ayat 2 memungkinkan untuk mendaétk atas tanah
yang peralihannya berdasarkan akta yang tidak tidead PPAT. Peralihan hak
atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangandalam bentuk lain pun
menurut ketentuan Pasal ini merupakan hal yangushiarena keadaan tidak
terdapatnya PPAT di daerah tertentu yang merupdianah terpencil. Hal ini
tidak boleh ditafsirkan secara luas (penafsirartesisif), sehingga seakan-akan
peralihan hak atas tanah dapat atau boleh dilakd&agan akta yang tidak dibuat
oleh PPAT.

Ketiga, mengenai tujuan diakuinya sebagai sesgatg sah jual beli yang
tidak dilakukan dihadapan PPAT atau tidak dengatusakta otentik yang dibuat
oleh PPAT, penjelasan Pasal 37 ayat 2 dengantgds menentukan, yaitu untuk
memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukum emangtanah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahuid &8ang Pendaftaran
Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahunt&d®ang Peraturan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, bahwa peralihan hak atas dhgaftar berdasarkan akta
yang dibuat dihadapan PPAT sebagai akta otentiporadi daerah tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri berdasarkan akta di bawah hukti lain yang bukan
akta PPAT.

Kedudukan PPJB-HAT hak atas tanah yang dibuat dMdtaris
berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimatenkean pasal 15 ayat 2
huruf f Undang Undang Jabatan Notaris harus dis&bagai perjanjian yang sabh,

karena kewenangan tersebut secara normatif teddilr dialam hukum positif.
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C. Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Bersumber Dari Akta Perikatan
Jual Bdli

Perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya tiddk perbedaan dengan
perjanjian pada umumnya. Hanya saja perjanjian ipatamn jual beli merupakan
perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbud Buku 11l KUH Perdata, yang
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepadgeksutukum untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja darehiertb apa saja, asalkan tidak
melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiinaim dan kesusilaan.

Perjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akitkerhambatnya atau
terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukaim whdang-undang yang
berkaitan dengan jual beli hak atas tanah yangrmai agak menghambat
penyelesaian transaksi dalam jual beli hak ataghtaRersyaratan tersebut ada
yang lahir dari peraturan perundang-undangan ydaglan ada pula yang timbul
sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakuddreli hak atas tanah.

Persyaratan yang timbul dari undang-undang misghml beli harus telah
lunas baru Akta Jual Beli (AJB) dapat ditandatangdada umumnya persyaratan
yang sering timbul adalah persyaratan yang lahsegakatan para pihak yang
akan melakukan jual beli, misalnya pada waktu akatakukan jual beli, pihak
pembeli menginginkan adanya sertipikat hak atagshtapang akan dibelinya
sedangkan hak atas tanah yang akan dijual belumporgrai sertipikat, dan di
sisi lain misalnya, pihak pembeli belum mampu untoégmbayar semua harga
hak atas tanah secara lunas, sehingga baru dilsay@ngah dari harga yang

disepakati.Dengan keadaan di atas tentunya akaghaetbat untuk pembuatan
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akta jual belinya, karena pejabat pembuat aktahtamlean menolak untuk

membuat akta jual belinya karena belum selesaieyaua persyaratan tersebut.
Para pihak sepakat bahwa jual beli akan dilakuleialah sertipikat selesai di

urus, atau setelah harga dibayar lunas dan selyag#ial ini dilakukan agar jual

beli tetap dapat dilakukan.

Untuk menjaga agar kesepakatan itu tetap terlaksé@ngan baik
sementara persyaratan yang diminta bisa tetap dapais, maka biasanya pihak
yang akan melakukan jual beli menuangkan kesepakatal tersebut dalam
bentuk perjanjian yang kemudian dikenal dengan naen@njian pengikatan jual
beli. Dalam prakteknya, perjanjian pengikatan jbali yang dibuat dihadapan
Notaris lazim disebut dengan akta pengikatan jehl(BJB).

Pengertian perjanjian pengikatan jual beli dapta khat dengan cara
memisahkan kata dari Perjanjian pengikatan jual tmnjadi perjanjian dan
pengikatan jual beli. Perjanjian pengertiannya tlagidihat pada sub bab
sebelumnya, sedangkan Perjanjian Pengikatan Juial nBsnurut R Subekti
pengertiannya adalah perjanjian antar pihak pergaal pihak pembeli sebelum
dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya uanssw yang harus dipenuhi
terlebih dahulu untuk untuk dapat dilakukan judl batara lain adalah sertipikat
belum ada karena masih dalam proses, belum teymgelunasan harga. Sedang
menurut Herlien Budiono,perjanjianpengikatan jual hdalah perjanjian bantuan

yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan panguknya beba¥.

“® Herlien Budiono, artikelPengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlaklajalah Renovi, edisitahun
I, No. 10 Bulan Maret, 2004, hal. 57
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Pengertian yang diterangkan di atas dapat dikatddedhwa pengertian
perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatuikptn bersyarat atau
perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksamya perjanjian utama
atau perjanjian pokoknya. Sebagaimana telah dg&eantentang pengertiannya,
maka kedudukan perjanjian pengikatan jual beli yss®pagai perjanjian
pendahuluan maka perjanjian pengikatan jual befubgsi untuk mempersiapkan
atau bahkan memperkuat perjanjian utama / pokok w&an dilakukan, karena
perjanjian pengikatan jual beli merupakan awal Gdnirnya perjanjian pokoknya
yaitu Perjanjian Jual Beli.

Herlien Budiono yang menyatakan perjanjian bantienfungsi dan
mempunyai tujuan untuk mempersiapkan, menegaskamperkuat, mengatur,
mengubah atau menyelesaikan suatu hubungan hukengaD demikian jelas
bahwa perjanjian pengikatan jual beli berfungsiageld perjanjian awal atau
perjanjian pendahuluan yang memberikan penegadaik melakukan perjanjian
pokoknya, serta menyelesaikan suatu hubungan halaila hal-hal yang telah
disepakati dalam perjanjian pengikatan jual béditelilaksanakan seutuhnya.

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli yang npakian perjanjian
pendahuluan untuk lahirnya perjanjian pokok/ utéraganya adalah berupa jan;ji-
janji dari para pihak yang mengandung ketentuamaten syarat-syarat yang
disepakati untuk sahnya melakukan perjanjian pokaknMisalnya dalam
perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanahamdaklausul perjanjiannya
biasanya berisi janji-janji baik dari pihak penjdeak atas tanah maupun pihak

pembelinya tentang pemenuhan terhadap syarat-sggaatperjanjian pokoknya
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yaitu perjanjian jual beli dan akta jual beli tdge dapat ditanda tangani
dihadapan PPAT, seperti janji untuk melakukan pemgan sertipikat tanah
sebelum jual beli dilakukan sebagaimana dimintalpipembeli, atau janji untuk
segera melakukan pembayaran oleh pembeli sebagit ari penjual sebagai
akta jual beli dapat ditandatangani dihadapan PPAT.

Dalam perjanjian pengikatan jual beli juga dicamitan tentang hak
memberikan kuasa kepada pihak pembeli. Hal inadérapabila pihak penjual
berhalangan untuk hadir dalam melakukan penandatang akta jual beli
dihadapan PPAT, baik karena lokasi yang jauh, &ena ada halangan dan
sebagainya. Dan pemberian kuasa tersebut biasamyabbrlaku setelah semua
syarat untuk melakukan jual beli hak atas tanaRRIAT telah terpenuhi sebagai
perjanjian yang lahir karena kebutuhan dan tidakudisecara tegas dalam bentuk
peraturan perundang-undangan maka perjanjian pe@agikjual beli tidak
mempunyai bentuk tertentu.

Sesuai dengan pendapat dari Herlien Budiono, m&rapengikatan jual
beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sabpgrjanjian pendahuluan
yang bentuknya bebas. Akta perjanjian pengikatahlali yang dibuat dihadapan
Notaris adalah suatu perjanjian pengikatan jual &tek objek tanah yang dibuat
antara calon penjual dan calon pembeli yang diseaelum ditandatanganinya
Akta Jual Beli.

Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah yangdgpikat hak milik
dapat dilaksanakan dihadapan Notaris sedangkanysg¢amAkta Jual Beli wajib

dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta T&TRMAT). Karena objek yang
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diperjualbelikan yakni tanah merupakan benda vyaitgkt bergerak yang
pengalihan haknya melalui suatu perbuatan hukuinbgiaharus dibuat melalui
suatu akta PPAT maka sebelum dibuat, akta jual teetiebut pada umumnya
perlu dilakukan pemenuhan sejumlah persyaratandiaik penjual maupun oleh
pembeli*’

Pemenuhan persyaratan dari pihak penjual pada agaiierhubungan
dengan surat-surat sebagai tanda bukti hak mgi& &tnah tersebut maupun surat
keterangan hak waris yang masih dalam pengurusahilapanah yang akan
dijual tersebut merupakan harta warisan. Pelaksajuad beli dihadapan PPAT
baru dapat dilaksanakan apabila pihak penjual telalengkapi semua dokumen
yang berhubungan dengan tanah tersebut untuk dégagsungkannya perbuatan
hukum jual beli.

Akta perjanjian pengikatan jual beli dihadapana¥istdilakukan sebelum
akta jual beli disebabkan karena adanya hambatanpdak pembeli. Pada
umumnya hambatan dari pembeli untuk terlaksanakarakfa jual beli tanpa
harus melalui akta perjanjian pengikatan jual beilebih dahulu adalah
kemampuan beli dari si pembeli tidak mencukupi kntuembeli secara tunai
tanah tersebut. Oleh karena kemampuan/ daya beii siapembeli tidak
mencukupi untuk melakukan pembelian secara tunakamdilaksanakanlah
perjanjian pengikatan jual beli dihadapan Notansiatha didalam perjanjian

pengikatan jual beli tersebut disepakati dilaksanakembelian tanah tersebut

47 Aditya SudarnantdPejabat Pembuat Akta Tanah, Antara Kewenangan DamaiibanPelita
IImu, Semarang, 2009, halaman 21.
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dengan cara mencicil / mengangsur dalam jangka uwsktentu (mingguan,
bulanan) hingga harga penjualan tanah tersebus libayar oleh pembeli.

Saat terjadinya pelunasan pembayaran harta tamsébtit oleh pembeli
maka pada saat itu dibuatlah akta jual beli dihadaPPAT untuk dapat
didaftarkan perubahan data kepemilikan haknya ditétaPertanahan tempat
dimana tanah itu berada. Dengan demikian dapatati&a perjanjian pengikatan
jual beli dapat pula terjadi berhubung karena pdiaeatas tanah tersebut
dilakukan berdasarkan angsuran/ cicilan yang teiabpakati oleh para pihak
baik penjual maupun pembeli.

Calon pembeli pada umumnya perlu melakukan cekilbeke Kantor
Pertanahan dimana tanah tersebut berada, semeatanapenjual perlu meminta
uang muka (DP) sebagai tanda keseriusan pembeiraah ttersebut dari calon
pembeli. Dalam rangka pemeriksaan ke kantor permemaan pembayaran uang
muka tersebut maka diperlukan adanya perjanjiargipatan jual beli sebagai
ikatan awal keseriusan para pihak untuk melakukamsaéksi jual beli atas tanah
tersebut.

Akta pengikatan jual beli yang dibuat dihadapanaNe pada umumnya
calon pembeli telah melakukan pembayaran awal (uaoga), sehingga jika
calon pembeli membatalkan transaksi jual beli makakan kehilangan uang
muka yang telah dibayarnya tersebut. Dengan dempesjanjian pengikatan jual
beli mengikat para pihak baik penjual maupun pembetuk dengan serius
melakukan transaksi jual beli tanah yang nantinydgandai dengan

penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT,ndinpgmbeli sudah harus
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melunasi harga jual dari tanah tersebut dan membaga perolehan hak atas
tanah dan bangunan sedangkan penjual telah mekgarahnah tersebut dan
membayar Pajak Penghasilan (PPh) sebelum ditamryga akta jual beli
dihadapan PPAT tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pefaiesa perjanjian
pengikatan jual beli antara laif :

1. Uraian obyek tanah dan bangunan harus jelaataaldin ukuran luas tanah
dan bangunan (jika perlu disertai peta bidang tadam arsitektur
bangunan), sertipikat dan pemegang haknya, damimemniperizinan yang
melekat pada obyek tanah dan bangunan tersebut.

2. Harga tanah per-meter dan harga total keselorukarta cara
pembayarannya. Pembayaran harga tanah dapat jiugatudian secara
bertahap yang pelunasannya dilakukan pada saatgegaaganan Akta Jual
Beli.

3. Syarat batal tertentu, misalnya jika ternyatmipgngunan rumahnya tidak
sesuai dalam jangka waktu yang telah dijanjikeeveloper maka calon
pembeli berhak membatalkannya dan menerima kerabalj muka. Atau
jlka pembangunan itu selesai sesuai waktunya tegonc pembeli
membatalkannya secara sepihak, maka calon peniaglilkehilangan uang

mukanya.

“8 Darwanto GadimarHak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pekagan Jual-Beli
Tanah BersertipikatSumber llmu, Bandung, 2008, halaman 9.
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4. Penegasan pembayaran pajak yang menjadi kewagibaing-masing pihak
dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan, misalnyg/d pengukuran tanah
dan biaya Notaris / PPAT.

5. Jika perlu dapat dimasukkan klausul pernyataam jaminan dari calon
penjual, yaitu bahwa tanah yang akan dijual terséidak sedang berada
dalam jaminan hutang pihak ketiga atau terlibadmlatengketa hukum. Jika
ternyata pernyataan dan jaminan calon penjualidaktbenar, maka calon
penjual akan membebaskan calon pembeli dari tunpiteak lain manapun.

Dalam prakteknya pemakaian Perjanjian Pengikatah Beli sebagai perjanjian
pendahuluan sudah sering digunakan untuk membaatamd melakukan
perjanjian jual beli hak atas tanah, namun terhdéeganjian Pengikatan Jual
Beli sendiri dalam penerapannya hanya memakai asasn perjanjian yang
diatur dalam KUH Perdata atau dengan kata lainnbelda diatur secara khusus
dalam peraturan perundang-undangan yang berkatagad hak atas tanah.
Pengikatan Jual Beli merupakan sebuah terobosannmhylang banyak dipakai
oleh para pihak yang akan melakukan jual beli hak ganah. Pengikatan Jual
Beli dipakai untuk memudahkan para pihak yang akatakukan jual beli hak
atas tanah, karena jika mengikuti semua aturan giaegapkan dalam melakukan
jual beli hak atas tanah, maka tidak semua dapambanehinya dalam sekali
waktu, maksudnya tidak semua pihak mampu untukslamgy membayar semua
persyaratan tentang jual beli hak atas tanah daékali waktu seperti membayar
harga jual beli hak atas tanah yang dalam sekdtuyaeperti membayar harga

jual beli hak atas tanah yang disepakati yang didkengan pembayaran terhadap
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Pajak Penjual (SPP) dan Pajak Pembeli yaitu Bealdtemn Hak Atas Tanah
(BPHTB) serta kewajiban lain terkait dengan peméniadan pengurusan Akta
Jual Beli serta perpindahan hak lainnya yaitu piacen tanah (balik nama).

Peraturan tentang hak atas tanah, diantaranyahad#hdang-Undang
Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 T&l@86 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tdpalgturan Menteri
Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetenRelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan lain-lain, distcara tegas terhadap
setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan laaktiamah, maksudnya setiap
orang yang akan melakukan perbuatan hukum yangaibenkdengan hak atas
tanah wajib tunduk kepada semua peraturan yangaitemkdengan hak atas
tanah.Misalnya dalam hal jual beli hak atas tandimana dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftemaah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peratutzatala PPAT, diatur bahwa
dalam melakukan jual-beli hak atas tanah harugwlin dihadapan pejabat yang
berwenang, dalam hal tanah adalah PPAT, yang d&erg@nya meliputi daerah
tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada.

Terhadap akta pemindahan haknya (akta jual bgliyga dibuat oleh
PPAT dan akta jual beli tersebut merupakan aktatiktedimana bentuk dan
isinya telah ditentukan oleh peraturan perundardgngan yang berlaku.
Sebelum melakukan jual-beli dihadapan pejabat yemgenang, dalam hal tanah
adalah PPAT dan dibuatkan akta jual belinya, panakpyang akanmelakukan

jual beli hak atas tanah harus memenuhi semua geatay yang diatur dalam
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pelaksanaan jual beli tanah. Misalnya persyarataang objek jual belinya,

seperti hak atas tanah yang akan diperjualbelikarupakan hak atas tanah yang
sah dimiliki oleh penjual yang dibuktikan dengaramygh sertipikat tanah atau
tanda bukti sah lainnya tentang hak tersebut, daaht yang diperjualbelikan

tidak berada dalam sengketa dengan pihak lain elaagainya.

Persyaratan lainnya misalnya jual-beli yang tetlidepakati dan akan
dibuatkan aktanya telah dibayar secara lunas tephhdrga atas tanahnya beserta
semua pajak yang berkaitan dengan jual-beli hals @&mah seperti pajak
penghasilan dari penjual (SSP) dan pajak pembgl yBea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan /BPHTB) telah dilunasi oleh pyeng akan melakukan
jual-beli.

Setelah semua persyaratan jual beli hak atas tensdbut dilengkapi atau
terpenuhi oleh para pihak yang akan melakukanhahlhak atas tanah, barulah
para pihak yang akan melakukan jual beli tanarebertsdapat melakukan jual-
beli hak atas tanah dan pembuatan akta jual-belhatlapan PPAT serta
selanjutnya melakukan pendaftaran tanah untuk phan haknya.

Bila salah satu persyaratan-persyaratan terseblimbdipenuhi maka
pembuatan dan penandatanganan terhadap akta judldbeatas tanah yang
dilakukan oleh para pihak sebagaimana dimaksudbbisa dilakukan dihadapan
PPAT, dan PPAT yang bersangkutan juga akan menoittk membuat akta jual
belinya sebagai akibat belum terpenuhinya semuaisientang pembuatan Akta

Jual Beli, yang dengan sendirinya jual beli hals &a@ah belum bisa dilakukan.
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Tertundanya jual beli hak atas tanah dengan sewditentunya sangat
tidak menguntungkan atau bahkan bisa merugikaradegh para pihak yang
melakukan jual beli hak atas tanah. Dengan tertwyalgual beli hak atas tanah
tersebut pihak penjual di satu sisi harus menunda plenjualan tanahnya, agar
semua persyaratan tersebut dapat terpenuhi, yarggudeendirinya juga tertunda
keinginannya untuk mendapatkan uang dari hasil yaden) hak atas
tanahnyatersebut.

Bagi pihak pembeli dengan tertundanya jual bek htas tanah pihak
pembeli juga tertunda keinginannya untuk mendapaltk atas tanah yang akan
dibelinya. Keadaan ini tentunya akan merugikan pérak yang akan melakukan
jual beli atas tanah karena dengan keadaan selaggiyang diterangkan di atas
maka kepentingan berbagai pihak terutama yang aleakukan jual beli hak
atas tanah akan terganggu, karena tidak terperalkayginan mereka akibat
adanya beberapa persyaratan yang diharuskan teputahgyeli hak atas tanah
belum terpenuhinya.

Mengatasi hal sebagaimana diterangkan di atasbigrs dan guna
kelancaran tertib administrasi dalam bidang pehanamaka dibuatlah sebuah
terobosan dalam bentuk sebuah perjanjian pendahyaitu akta Pengikatan Jual
Beli, dimana isinya sebenarnya sudah mengaturrtgmialaksanaan jual beli atas
tanah namun secara formal, namun formatnya barataelpengikatan jual beli
yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan atapatd dikatakan sebagai

perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya peéajanyal beli hak atas tanah
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yang sebenarnya diatur dalam perundang-undangag wamamakan Akta
Pengikatan Jual Beli.

Mengetahui makna dan pengertian tentang Akta Ratayi Jual Beli,
maka kita harus dibagi menjadi beberapa kata yasrpebla yaitu Akta dan
Pengikatan Jual Beli. Sebelumnya R. Subekti datro§pedibio mengatakan
bahwa kata dcta’ merupakan bentuk jamak dari katactuni yang berasal dari
bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. th.Ritengartikan akta adalah
surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipaebagai bukti, dan untuk
dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapat siwa dibuat. Sudikno
Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang idthedatangan, yang
memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar ddapsuatu hak atau perikatan,
yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk peiaibu

Menurut R. Subekti Pengertian Pengikatan Jual Bdhlah perjanjian
antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum ddakkannya jual beli
dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipemuioik jual beli tersebut
antara lain adalah sertipikat belum ada karena hmdsiam proses, belum
terjadinya pelunasan harga/ namun menurut Herliamdidho, perjanjian
pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yaergungsi sebagai pengikatan
pendahuluan yang hakim yang harus memeriksa damgadénperkara, namun
Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta iktenengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penerapan yang dipekataloleh peraturan umum

atau diminta oleh yang bersangkutan.
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Notaris menghadapi masalah hukum Konkrit yang @ajuoleh klien yang minta
dibuatkan akta. Masalah hukum Konkrit atau peristyang diajukan oleh hakim
merupakan peristiwa konkrit yang masih harus dipkga atau dirumuskan
menjadi peristiva hukum yang merupakan tugas Notalisinilah Notaris
melakukan penemuan hukum.

Berdasarkan pendapatan yang dikemukakan Sudiknetoklsomo
tersebut terlihat bahwa penemuan hukum yang dimkuttan diterapkan oleh
Notaris yang dalam hal ini yaitu tentang pemaka#ta Pengikatan Jual Beli
dalam membantu pelaksanaan jual beli atas tanabtsatmgai perikatan bersyarat
atau perjanjian pendahuluan sebelum pembuatan AktiBeli bukanlah sesuatu
hal yang melanggar ketentuan dan norma hukum ydagsehingga Pengikatan
Jual Beli sah-sah saja untuk diterapkan dan dipakai

Disimpulkan Akta Pengikatan Jual Beli adalah syeatg ditandatangani
antara penjual dan pembeli dalam jual-beli hak atasah sebelum
dilaksanakannya jual beli atau akta jual beli yaabgenarnya dikarenakan adanya
unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beligyaarfungsi sebagai perikatan
bersyarat yang bentuknya bebas.Sebagai perjargiag tydak diatur secara tegas
atau khusus oleh peraturan perundang-undangan hehaku, maka perlu kita
ketahui tentang kedudukan dan kekuatan dari Petagikdual Beli itu sendiri.
Berbicara tentang kekuatan hukum yang dimiliki dRgngikatan Jual-Beli, maka
kita harus mengkaji tentang Perjanjian Pengikataial-Beli secara lebih

mendalam.
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Berdasarkan semua keterangan yang telah dikemukdkatas maka
dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum dari aktg@men pengikatan jual
beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dglalaksanaan pembuatan Akta
Jual Belinya adalah sangat kuat atau akta oteldak.ini karena Pengikatan Jual
Beli PJB yang dibuat dihadapan notaris, maka aktaelah menjadi akta notaril

sehingga merupakan akta otentik.
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PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA

No. 37/Pdt.G/2016/PN.Mdn

A. Ringkasan Posiss Kasus Dalam Putusan Perkara No.
37/Pdt.G2016/PN.Mdn
Pihak yang terkait dalam Kasus Putusan Hakim Parkato.
37/Pdt.G/2016/PN.Medan sesuai dengan putusan yiéagakan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan oleh Nazar Effriandi, S.sebagaiHakim Ketua,

Muhd. Ali Tarigan, S.H., dan Aswadi Idris. S.H., W], masing-masing Hakim

Anggota adalah;

Amriono, SE, Pekerja Wiraswasta, bertempat tinggMedan Jalan Budi Utomo,

Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembungnddtasus ini bertindak

sebagai Penggugat.

Penggugat dalam hal ini menggugat sejumlah tetgyaag dinilai nya
terlibat dalam kasus perdata yang menyebabkanydirmengalami kerugian
hingga Milyaran rupiah, masing-masing;

1. Hartono, Wiraswasta, bertempat tinggal di Meddalan Seram Baru,
Kelurahan Pandu Hilir, Kecamatan Medan Perjuangalanjutnya dalam hal
ini disebut sebagai Tergugat I.

2. Endra Taslim, Notaris di Medan, berkantor di iedselanjutnya dalam hal ini
disebut sebagai Tergugat Il.

3. Edward Sebastian, Wiraswasta, bertempat tingjgelledan, selanjutnya dalam

hal ini disebut sebagai Tergugat .
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4. Maulidin Sati, Notaris di Medan, selanjutnyaasal hal ini disebut sebagai
Tergugat IV.

5. Erwin Chandra, wiraswasta, beralamat di Tebimgdi, selanjutnya dalam hal
ini disebut sebagai Tergugat V.

6. Ferry Limbong, Notaris di Medan, selanjutnyaadalhal ini disebut sebagai
Tergugat VI.

7. Pemerintah Rl cq Badan Pertanahan Nasionalkdirtdacq Kantor Wilayah
Provinsi Sumatera Utara cq Badan Pertanahan KotdaiWe selanjutnya
dalam hal ini disebut sebagai Tergugat VII.

8. Bank Aceh yang berkantor pusat yang berkant@atida Aceh, selanjutnya

dalam hal ini sebagai Tergugat VIII.

Perkara ini terjadi bermula sewaktu penggugat mkinsiébidang tanah luas 774

M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) dmtasnya berdiri satu unit

bangunan rumah tempat tinggal bertingkat parmarserg ferletak di Provinsi

Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tembkiarahan Indra

Kasih sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: @#elurahan Indra Kasih

atas nama Amriono SE.

Oleh Penggugat sesuai dalam gugatannya mengatalenggadaikan Sertifikat

Tanah tersebut kepada Tergugat | sebagai jaminag yang dipinjamnya sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). DalamitidPenggugat membuat Akta

Pengikatan Jual Beli Nomor 112 tanggal 17 April2@&ngan Tergugat I. Dalam

hal ini Penggugat mengatakan Akta Pengikat Jual tBedebut adalah sebagai
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akta jaminan, sehingga harga tanah/rumah dibu&0R®00.000,- (dua ratus juta
rupiah).

Penggugat mengakui ketika diminta untuk menandatangkta Pengikatan Jual
Beli Nomor 112 tanggal 17 April 2013 dan Surat Ku&omor 113 tanggal 17
April 2013, sempat bertanya kepada kepada Terdug@napa akta jaminannya
dibuat berbentuk pengikatan jual beli. Sebab yalaikukan hanya utang piutang
dan harga rumah yang Milyaran rupiah tidak mungkin jual dengan
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hsl emtinya akan memberikan
kerugian besar bagi Penggugat. Pada saat itu, makim keterangan Penggugat,
menyampaikan kalau Tergugat | menyebutkan bahwa Rkngikatan Jual Beli
Nomor 112 tanggal 17 April 2013 tersebut adalahageb Akta Jaminan
meskipun judulnya Akta Pengikatan Jual Beli dannaftdbatalkan kalau hutang
Penggugat sudah dibayar serta sertifikat akan dikéikan kepada Penggugat.
Tergugat | juga menyampaikan kepada Penggugat wasa tersebut akan
dipergunakan kalau Penggugat tidak bayar utangauk&trjual oleh Tegugat |
karena Penggugat tidak membayar utang sebagaimareksiid dalam Surat
Kuasa tersebut maka kelebihan uang penjualannya diserahkan kepada
Penggugat setelah potongan hutang dan biaya-biaya yimbul. Apabila
Penggugat tidak mau, Tergugat mengatakan tidakadenjasalah dan pinjaman
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bisa dikah karena jaminan tidak ada.
Tergugat | mengatakan dengan tegas kepada Pengglattersebut untuk

mempermudah penyelesaian pembayaran hutang Penggiga tidak
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membayarnya, dikarenakan berdasarkan Akta Pengikatal Beli dan Surat
Kuasa tersebut Tergugat | bisa menjual tanahliatse

Tergugat | juga menyakinkan Penggugat bahwa jualkbeena persyaratan jual
belinya belum terpenuhi sebagaimana disebut Pastd Pengikatan Jual Beli
Nomor 112 tersebut yaitu jual beli atas tanah tersakan dilakukan di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang setgtahtsyarat, surat-surat
dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai jual &tgls tanah tersebut telah
dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1, ya#lbeli atas tanah tersebut
masing-masing dilakukan dan diterima dengan hamaB80.000.000,- (dua ratus
juta rupiah).

Atas penjelasan Tergugat | mengatakan, Tergugaldku Notaris yang ditunjuk
Tergugat | untuk membuat akta tersebut telah mearkannya. Namun, saat
penjelasan Tergugat | hendak dimasukkan ke dalara, Albaik Tergugat |
maupun Tergugat Il menolaknya dengan dalil tidaknghin karena tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan oleh karena mjgeltdak sesuai dengan
harga maka jual belinya jadi tidak sah, dan unt@njoalnya sebagaimana yang
sudah dikatakan sebelumnya harus bersama-sama.rnp&hi Penggugat
menandatangani akta tersebut.

Seminggu kemudian Tergugat | dan Tergugat Il mapai Penggugat di rumah
Penggugat. Waktu itu, Tergugat | memperkenalkangdgat Il kepada
Penggugat sebagai keponakannya. Saat pertemudreiggygat | menyampaikan
kalau Tergugat | membutuhkan dana yang sangat makdesebesar

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Tgagulll mau membantunya
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kalau Penggugat yang membuat perjanjian jual batigdn Tergugat Ill. Kalau

Tergugat | yang membuatnya Tergugat Il tidak maunbentu sebab sertifikat
tersebut adalah jaminan dan hal tersebut sesugiadekesepakatan Tergugat |
dengan Penggugat. Waktu itu, Penggugat mengatakpadk Tergugat Il

kalaupun Penggugat yang membuatnya tetap saja salakkarena berdasarkan
Pasal 3 Akta Perikatan Jual Beli Nomor 102 terselRgnggugat bukan

pemiliknya lagi selagi hutang tersebut belum y#ra

Mendengar penjelasan Penggugat, Tergugat Il mekgattidak apa-apa karena
ini kepentingan pamannya/Tergugat |. Penggugat atakgn kalau Sertifikat

Tanahnya atas namanya tersebut tidak boleh dismmakkpada Tergugat Il

karena masih terikat sebagai jaminan hutang kepadgugat I. Bahkan, Tergugat
| menyatakan karena pinjaman Penggugat hanya &P@D.000,- (dua ratus jut
rupiaha), maka akan saya tambah Rp.100.000.00&xsquta rupiah) lagi setelah
permasalahan Tergugat | selesai. Sementara itgugat I[ll menyatakan tidak

akan menyalahgunakan perjanjian jual beli terseBaetmentara itu, Tergugat |
menjamin kalau Tergugat Il tidak akan menyalahgranaya karena asli

sertifikat ada di tangan Tergugat |.

Setelah pembicaraan selesai dalam pertemuan terdeduoiggugat menyetujui
tanpa keraguan karena asli sertifikatnya ada pagu@at I. Oleh karena itu,
Tergugat 1l meminta foto kopi sertifikatnya dareffugat | guna membuat
perjanjian jual belinya. Maka pada tanggal 29 J0il3 Penggugat dibawa
Tergugat Il ke Kantor Tergugat IV untuk menandgtam Akta Perikatan Jual

Beli Nomor 103 tanggal 29 Juli 2013 dan Surat Kudsmor: 103 tanggal 23 Juli
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2013. Setelah dibacakan Tergugat 1V, Penggugat bubuohkan tandatangan.
Pada saat itu, Penggugat sempat bertanya kepadgagaenV. Apakah sah Akta
Perikatan Jual Beli yang dibuat berdasarkan fotoi kertifikat saja, sedangkan
sertifikatnya di gadaikan kepada Tergugat 1? Teaguy menjawab selama
sertifikat aslinya belum diserahkan maka perjanjidak sah.

Tergugat | diakui Penggugat I, memenuhi janjinyaukrmenambah pinjaman
Penggugat tersebut, akan tetapi hanya sebesar.Bp09J00,- (Sembilan puluh
tujuh juta rupiah) bukan Rp.100.000.000 (seratua jupiah). Dalam hal ini
diberikan dalam dua tahap, tahap pertama pada [&eégtember 2013 sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan talk@dua pada bulan Oktober
2013 sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujahriygiah).

Bulan berikutnya tepatnya pada Desember 2013, Rgagjgnenemui Tergugat |
dengan maksud untuk membayar hutang tersebut kgnegka waktu sudah mau
habis, tapi Tergugat | menolak untuk menerima pemtzen hutang tersebut
dengan alasan belum butuh dana dan kalau dibutuakam dimintai langsung
dan sertifikatnya akan diberikan langsung kepadmegat.

Mendengarkan keterangan tersebut, Penggugat akhsetyju akan tetapi sempat
mempertanyakan keberadaan sertifikat tanah atasa n@emggugat tersebut.
Penggugat sangat khawatir jika sertifikat tanalikmya disalah gunakan sehingga
merugikan dirinya. Tergugat | menyakinkan dengamjaveab bahwa sertifikat
tanahnya milik Penggugat berada disafty box.

Mendapat undangan dari Tergugat VIl pada Juli 20dik datang ke Kantornya

di Medan tentu membuat Penggugat heran karena aelaintidak memiliki
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hubungan apapun dengan Tergugat VIIl. Keheranagd®gat akhirnya terjawab
setelah melakukan pertemuan dengan Tegugat Vihgdregat mengakui saat
pertemuan tersebut, sangat terkejut karena mengeSahtifikat Hak Miliknya
sudah diagunkan oleh Tergugat V kepada Tergugatl \dkbesar
Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima pylua rupiah). Lebih terkejut
lagi kalau Sertifikat Hak Miliknya sudah dibalikmakan Tergugat V.

Padahal Penggugat baru mengenal Tergugat V sedgb@nkenalkan tergugat
VIII. Pada waktu itu, Tergugat VIII meminta Penggugntuk menyelesaikan jual
beli objek sengketa dengan membuat persetujuam@liehtas objek sengketa dan
segala sesuatunya agak diselesaikan dengan Terjughtamun Penggugat
dengan tegas menolaknya karena merasa tidak ajaaimsa.

Mengetahui sertifikat tanahnya diagunkan TergugatP¥nggugat mendatangi
Tergugat | dengan mengatakan bahwa sertifikat nybk bukan disimpan
Tergugat | disafety boxtapi dijual Tergugat 11l kepada Tergugat V, dardugat
V telah mengagunkannya kepada Tergugat VIl sebepat.250.000.000,- (satu
milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Terguggun kemudian menyatakan
kalau sertifikat tersebut benar sudah dipinjamkepakia Tergugat Il tapi tidak
tahu kalau sudah dijual atau diagunkan kepada Beargugat | pun berjanji akan
menyelesaikan secepatnya mungkin, tapi janji terstdiak kunjung dilakukan.
Tergugat VIII beberapa kali mengundang Penggugakasgor. Dari beberapa
pertemuan tersebut, Penggugat mengetahui kalaifikeérHak Milik Nomor:
2700/Kel Indra Kasih telah di jual Tergugat Ill legla Tergugat V berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor 113/2014 tanggal 28 Maret 2@&hg dibuat dihadapan
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Tergugat VI. Berdasarkan Akta Jual Beli terseburgligat VII membalik
namakan objek sengketa ke atas nama Tergugat \patashonan Tergugat V.
Kemudian Tergugat V mengagunkannya kepada Tergudghtsesuai dengan
Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapagugat VI jo. Dengan
nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.1.250.000.000tu (s@lyar dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Tergugat | dan Tergugat Ill dengan alamat yangtarsebelumnya sudah di cek
di Lapangan tidak diketahui lagi keberadaanya, siatah ditandatangani Kepala
Lingkungan dan Lurah Setempat. Bahkan, tergugat dikatakan Kepala
Lingkungannya bukanlah penduduk di Lingkungan teuselan tidak diketahui
keberadaannya., hal itu dibuktikan berdasarkars rel@nggilan sidang Pengadilan
Negeri Medan.

Sementara itu, Tergugat Il menolak dan membantaaragegas seluruh dalil-
dalil gugatan dalam perkara ini, kecuali yang diakecara tegas dibawah ini.
Dikatakannya secara perdata tidak tepat dijadilkdragai Tergugat Il seharusnya
diposisikan sebagai Turut Tergugat. Sebab, Terguidg@nya lah sebagai Notaris
yang secara hukum mempunyai kewajiban untuk meraangapa yang
dikehendaki dan disepakati pihak yang menghadamdeeyya ke dalam akta
Notaris, artinya tidak terlibat secara langsungaschalproses kesepakatan para
pihak.

Jawaban Tergugat 1, membenarkan kalau tanggalgtif 2013 antara Penggugat
dengan Tergugat | telah sepakat dilakukannya hedi atas Sertfikat No.

2700/Kelurahan Indra Kasih atas nama Amriono, &é&suai dengan Akta



87

Pengikatan Jual Beli No. 112 tanggal 17 April 2048hg dibuat dihadapan
Tergugat Il.

Tergugat Il juga menegaskan selaku Notaris sebefartelah menerima identitas
data diri para penghadap beserta alas hak objékb@liadan dokumen lain yang
diperlukan dalam pembuatan Akta Perikatan Jual BeSebut. Bahkan sudah
memberikan waktu terhadap Penggugat dan Tergugeituk membaca Akta
Perikatan Jual Beli sebelum ditandatangani dalanutanya, dan Penggugat dan
Tergugat | telah memahami dan mengerti akan is #isebut dan dilanjutkan
dengan menandatanganinya.

Tergugat Il menegaskan dalam pembuatan Akta Parikhial Beli bukan sebagai
gadai sebagai disebutkan Penggugat dalam gugatanelgnkan sebagai Akta
Perikatan Jual Beli. Karena Tergugat Il justru helemenjelaskan kepada
Penggugat dan Tergugat | selaku penghadap atapipatadalam Akta Perikatan
Jual Beli tersebut sehingga Penggugat dan Terdugatmahami/mengerti bahwa
maksud dan tujuan dari Akta Perikatan Jual Befidieut adalah Jual Beli. Untuk
itu, Tergugat Il membantah jika melakukan persekofan dengan para tergugat
lainnya untuk menguasai harta Penggugat dengan roafakukan perbuatan
melakwan hukum.

Tergugat IV menyatakan bahwa tidak benar kalau dgag |V membuat Akta
Perikatan Jual Beli Nomor 103 tanggal 29 Juli 2648 Surat Kuasa Nomor 103
tanggal 29 Juli 2013, dikarenakan penomoran daampgalan suatu akta yang
dikeluarkan Tergugat IV adalah berbulan, tidak nkimgli bulan yang sama pada

tahun yang sama memiliki akta dengan nomor yangasdPenomoran dan
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penanggalan suatu akta yang dikeluarkan Notarisipagan yang prinsifil atau
paling dasar.

Masih dalam jawaban Tergugat IV, mengakui Penggdgat Tergugat Il pada
tanggal 29 Juli 2013 ada membuat Akta PerikatahBeiaNomor 102 dan Surat
Kuasa Nomor 103 tanggal 29 Juli 2013. Ditegaskamgugat IV dalam
pembuatan kedua akta tersebut telah memenuhi progadg berlaku, dimana
para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat Il telanandatangi kedua minuta
akta tersebut serta membubuhi cap jempol kiri mersising-masing.

Tergugat IV membantah kalau Penggugat bertanyaahpAkta Perikatan Jual
Beli yang dibuat berdasarkan foto kopi sertifikajas Sedangkan sertifikatnya
digadaikan pada Tergugat |, justru Penggugat, Ratagugat IV menyatakan
bahwa sertifikatnya sedang terikat sebagai jamihatang pada Perseroan
Terbatas PT. Bank Yudha Bhakti, berkedudukan diadakdan hal ini juga
tercantum pada Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 1@®ggal 29 Juli 2013.
Penggugat juga tidak pernah mempertanyakan dan erehgikan Akta
Perikatan Jual Beli Nomor: 112 tanggal 17 Juli 2848 Surat Kuasa Nomor: 113
tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat Tergugat II.

Tergugat VII membenarkan sudah menerbitkan Seatifikak Milik Nomor
2700/Indra Kasih terdaftar atas nama Amriono $arjdakonomi.Bahkan
Sertipikat Hak Milik Nomor 2700/Indra Kasih dikersak Hak Tanggungan
Nomor: 2999/2012 peringkat 1 (pertama) APHT, PPAdnigatas Nasution, S.H.,
nomor 29/2012 tanggal 10 Maret 2008 pada Perséredrmatas PT. Bank Yudha

Bhakti berkedudukan dan berkantor di Jakarta. Bendtan Roya dari PT. Bank
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Yudha Bhakti Cabang Medan, PPAT Mangatas Nasut®Hh,., Tergugat VII
menegaskan berdasarkan dalam Buku Tanah Hak Mdikdy: 2700/Indra Kasih
ada terdapat catatan Blokir dari Amriono, SE tah@g§aMaret 2014 dan telah
disurati oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Nomd@7/%2.71-300/V/2015
tanggal 25 Mei 2015.

Sertifikat Hak Milik Nomor: 2700/Indra Kasih semul@rdaftar atas nama
Amriono Sarjana Ekonomi telah beralih keatas nam@rEChandra berdasarkan
Akta Jual Beli Nomor: 113/2014 tanggal 24 Maret 2@Ang dibuat oleh Ferry
Susanto Limbong, S.H., M.Hum selaku PPAT. Terguiydt menegaskan
penerbitan dan peralihan sertipikat aquo telah meané prosedur dan ketentuan
hukum sebagaimana yang ditentukan hukum sebagaigsnaditentukan oleh
Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 taB60 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 14, Pasal @Baafpoint 1, Pasal 24 ayat 1,
Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 TE®8in tentang Pendaftaran
Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan dataden data yuridis.

Tergugat VIII, membenarkan Sertifikat Hak Milik Nam 2700 terdaftar atas
nama Erwin Chandra yang dibalik nama pada tanggaluhi 2015.Selain itu,
Tergugat VIII menegaskan Erwin Chandra telah meungkan objek sengketa
tersebut diatas sebagai agunan kredit pada Banigudat VIll) atas dasar
perjanjian Kredit dan telah diikat Hak Tanggungamifgkat 1 (pertama) sebesar
Rp.1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima pylth rupiah) sesuai dengan

Sertifikat Hak Tanggungan.
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Dikatakan Tergugat VIII bahwa Tergugat V telah meinlobjek sengketa
tersebut diatas dengan menggunakan dana pinjanrariedgugat VIl kepada
Tergugat Il selaku penerima kuasa untuk mengatirddau menjual baik kepada
diri sendiri maupun kepada orang lain yang diturgléh penerima kuasa menjual
sesuai Akta Surat Kuasa Nomor: 103 tanggal 292018 dan diperkuat dengan
Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 102 tanggal 29 R@il3, dimana perbuatan
hukum jual beli antara Tergugat V dan Tergugatiltdepan dan/atau dihadapan
Tergugat VI dalam hal ini sebagai PPAT yang memjderjasama dengan
Tergugat VIII sesuai Akta Jual Beli Nomor: 113 tgah28 Maret 2014 untuk
dilakukan balik nama dan pengikatan Hak Tanggurigamngkat | Berdasarkan
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 120 tanggal Aril 2014 atas
fasilitas kredit Tergugat V.

Terhadap pinjam meminjam atau utang piutang arargggugat Tergugat | dan
Tergugat Il serta proses pembuatan akta Terguigkanl tergugat IV sama sekali
tidak diketahui Tergugat VIII. Dalam hal ini TerqatgVIlll menegaskan kalau
Tergugat V benar saat ini fasilitas kredit dan sgdemengalami kolektibilitas
macet. Namun, penggugat masih menduduki bangunak sbngketa walaupun

Tergugat V dan Tergugat VIII memberitahunya baitasa lisan dan tulisan.

B. Putusan Hakim Dalam Perkara No. 37/Pdt.G2016/PN.Mdn
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membacakdngaum berisi 73 halaman
dengan amar putusan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat derim
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2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkamng sampai
hari ini (saat pembacaan Putusan Tanggal 06 Fel2@&r) ditetapkan
sejumlah Rp.3.620.000,- (tiga juta enam ratus diahpribu rupiah).

Terhadap esksepsi Tergugat VI, Majelis Hakim méaly@n eksepsi Tergugat
VIl pada angka 3. Gugatan Penggugat prematur methkgik Tergugat VII
sebagai Pihak (tergugat), diterima. Sementardetidait eksepsi absolut Tergugat
IV dan Tergugat VII, Mejelis hakim menyatakan mengi kompetensi absolut
Tergugat IV dan Tergugat VII, tidak dapat diterintdelanjutnya, Pengadilan
Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkarardage No.
37/Pdt.G/2016/PN.Mdn.

Maksud dan Tujuan gugatan Penggugat yang pada pg&okdalah mengenai
perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilagehi Medan menimbang
bahwa tidak ada satu larangan untuk mengajukantgugarhadap pihak lain
dalam rangka mempertahankan haknya, serta Pengtglght menguraikan di
dalam posita nya bahwa objek yang dipersengketizkaabut adalah miliknya.
Menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan ura@su& ini, jelas dan terang
memperlihatkan bahwa perbuatan para Tergugat tdrsebridentifikasi
melakukan penipuan, atau dengan kata lain Pengguedmth merasa ditipu.
Menimbang, Mejelis Hakim tidak menemukan alat bukiing diajukan oleh
Penggugat tentang Para Tergugat telah melakukapyzem atau setidak-tidaknya
Putusan Pidana yang menyatakan Para Tergugat dapattakan melakukan

perbuatan melawan hukum.
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Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 37/Pdt.G4®.Medan dengan tegas
menolak gugatan dari Penggugat. Bahkan menghukurenggRgat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp.3.620.000,-j(igaenam ratus dua puluh
ribu rupiah). Tentu dalam hal ini dinilai tidak lkung tepat oleh Penggugat yang
sebelumnya sudah merasa dirugikan dengan adanyaalantanah miliknya
tanpa sepengetahuan dan nilai yang diterima tiéska dengan nominal yang
seharusnya harga tanah.

Namun, penulis dalam hal ini menilai Putusan Peitgyadersebut sudah tepat.
Penggugat dalam melakukan gugatan dinilai tidak cexenati terlebih dahulu
kasus yang dialaminya, apakah masuk dalam ranabnhykdana atau perdata
termasuk dalam menentukan posisi dalam gugatarngraragat.

Tergugat | seharusnya dijadikan Turut Tergugat bulen Tergugat Il, karena
dalam kasus ini Tergugat Il hanya sebagai Notagyysecara hukum mempunyai
kewajiban untuk menuangkan apa yang dikehendaki p&wak yang menghadap
kepadanya dalam akta notaris, artinya Tergugak tigdibat secara langsung
dalam proses pembahasan kesepatan para pihak.

Tergugat Il dinilai sudah melakukan pembuatan Agakatan Jual Beli dan Akta
Kuasa sesuai dengan kehendak penghadap dalam Raniggugat dan Tergugat
I, melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undanggiidamor 2 tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30nT2004 tentang Jabatan
Notaris. Tergugat Il sendiri membaca dan melihanidas diri para pihak dalam
hal ini Penggugat dan Tergugat | secara hukum tdkasa, sehingga telah

memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, alas hak objdkbjia tersebut sah dan
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legal standing penjual juga telah sesuai denganrhukntuk bertindak atas objek
jual beli tersebut. Hal yang sama juga seharusnpaat kepada Tergugat IV dan
Tergugat VI seharusnya turut tergugat, karena geltaris Tergugat IV sudah
melakukan tugas sesuai dengan Undang-undang Jadbaiizms.

Penggugat tidak seharusnya menggugat Tergugatkei#na antara Penggugat
dan Tergugat VIII tidak memiliki hubungan hukum.e®lkarena itu gugatan
Penggugat telah keliru ditujukan kepada tergugdt kdrena timbulnya Akta
Perjanjian Jual Beli Nomor 102 tanggal 29 Julin 2@an Akta Surat Kuasa
Nomor 103 tangga 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapargugat IV antara
Penggugat dan Tergugat lll atas objek sengketalildillaPenggugat tidak
termasuk turut campur.

Tergugat VIII tidak ada hubungan hukum perjanjianghn Tergugat I, 11, lll dan
IV. Karena hubungan hukum yang adalah Tergugat 8hgan V, VI dan VII,
didasarkan atas perjanjian kredit disertai buktimib adanya perjanjian kredit
Nomor 11/140/003/02/2014 tanggal 24 Februari 2@d4a Surat Kuasa Nomor
103 tanggal 29 Juli 2013 dan Akta Perikatan Juéil@mor 102 tanggal 29 Juli
2013, Akta Jual Beli Nomor 113 tanggal 28 Maret£dak Tanggungan Nomor
6852 tanggal 5 Agustus 2015.

Hubungan hukum antara Tergugat V dengan Tergugatmédngenai pemberian
kredit selain diatas dalam KUH Perdata juga tundak diatur secara khusus
dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentangb@ban Undang-undang

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkannbab hukum antara
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Penggugat dengan Tergugat |, Il, I, IV dan V drasecara terpisah, sehingga
perbuatan hukum yang menimbulkan hukum tersebtagtalak saling terkait.
Karena itu, tidak ada hubungan hukum antara Tetgufjadengan Penggugat
dan tidak ada perbuatan Tergugat VIII yang melangketentuan dalam
Perjanjian Kredit dangan Tergugat V yang dapat tdikgpoerbuatan melawan
hukum, maka gugatan Penggugat terhadap Tergughtiddk memenuhi unsur
Pasal 1365 KUH Perdata.

Peneliti sependapat dengan Majelis Hakim berdasakiederangan atau uraian
gugatan Penggugat dengan Tergugat | dan Il kkésus tersebut jelas dan
terang memperlihatkan bahwa Penggugat adalah meliipa atau menjadi
korban tindak pidana penipuan. Karena itu sehamu$tgnggugat harus terlebih
dahulu melakukan tuntutan secara pidana karenasendiépu oleh para Tergugat
yang dinilai ikut dalam melakukan penipuan terhagap Setelah adanya putusan
pengadilan yang menetapkan Tergugat | dan 1l medak tindak pidana
penipuan, sehingga Penggugat bisa mengajukan pekdptda Tergugat telah
melakukan perbuatan hukum.

Terkait harga jual yang dinilai Penggugat tidakusesiengan harga tanah pada
umumnya. Bahkan menurut Penggugat sudah ada pihatigak yang
menawarkannya lebih tinggi yang sesuai dengan htagah dinilai tidaklah
menjadi landasan untuk membatalkan Akta Perikateh Beli tersebut, karena
Perikat Jual Beli dan Akta Kuasa yang dikeluarkbath @ ergugat Il sudah sesuai
dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana harga dalkte Perikatan Jual Beli

berdasarkan kesepakatan para pihak.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap harga jual beli pada Penkhial Beli adalah adanya
subjek hukum yaitu penjual dan pembeli, kesepakatdaara penjual dan
pembeli tentang barang dan harga dan jugahak daajikan yang timbul
antara pihak penjual dan pembeli. Dan pasal 145HR&fdata dengan
menyebutkan “suatu perjanjian jual beli dengan mpimak yang suatu
mengikatkan dirinya untuk meneyrahkan suatu benda pihak lain
membayar harga yang telah diperjanjikan”
Dalam pasal 1458 KUHPerdata (Ketentuan umum tenfarad Beli) jual
beli dianggap telah terjadi antara kedua belahkpilsaketika setelahnya
orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendkan harganya
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupumahga belum
dibayar.Oleh karena itu harga jual beli dalam gktaikatan jual beli ini
sangatlah penting dipersyaratkan pada saat pererydaian PAJB, dimana
harga jual yang disepakati harus berdasarkan a&pedutan.
Azas Kepatutan dalam hal ini diatur pada pasal 1838iPerdata “suatu
perjanjian tidak hanya mengikatkan untuk hal-hahgyadengan tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segalaaasyang menurut sifat

perjanjian, diharuskan oleh azas kepatutan, kedieatu undang-undang.



Dalam kasus Putusan No. 37/Pdt.G/2016/PN.Mdn jegiapat unsur harga
jual yang tidak sesuai dengan azas kepatutan, naterdapat Akta
Perikatan Perjanjian Jula Beli yang telah dibuan diitandatangani
sehingga dianggap para pihak telah sepakat derayga kersebut, dan juga
telah sesuai dengan pasal 1465 KUHPerdata dimaak heli harus
ditetapkan oleh kedua belah pihak.Ketika kita sudsmbuat perjanjian
dan menandatangani tanpa paksaan dari pihak laka merjanjian yang
dibuat tersebut secara sah dan berlaku sebagangHutielang bagi mereka
yang membuatnya, dan suatu perjanjian tidak dajpatikdkembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasdeng-undnag
dinyatakan cukup untuk itu

. Pasal 5 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentanguPamaDasar Pokok
Pokok Agraria menyatakan “Hukum Agraria yang berxlak Indonesia
ialah Hukum Adat, supaya tidak bertentangan dekgaentingan Nasional
dan Negara”. Dalam Hukum Adat, Jual Beli tanahbiwsifat “terang” dan
“tunai”. Terang artinya transparan dimana jual klakukan dihadapan
Pejabat umum yang berwenang. Tunai artinya jualdieayar lunas sesuai
harga yang telah disepakati bersama, maka terkezlangt-syarat “Terang
dan Tunai” ini belum terpenuhi misalnya karena ifleat masih dalam
proses pemecahan ataupun proses pengurusan meegddikat atau
pembeli hanya mampu melakukan pembayaran secatahépfmencicil

atau objek jual beli masih dalam proses pembangunan



Maka oleh karena itu alasan-alasan tersebut bedgperiuhi maka timbulah
Perikatan Akta Jual Beli (PAJB) yang merupakan koman seseoarng
untuk melakukan penjualan dan pembelian kepad& yilag mengikatkan
diri dalam Perikatan Akta Jual Beli tersebut.

Dasar hukum melakukan PAJB adalah pasal 1338 KUkeerayat (1)
yaitu “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat sacaah berlaku bagi
undang-undang yang membuatnya”. Pasal ini mengeitang kebebasan
berkontrak yang diatur seluas-luasanya kepada masta untuk
mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkak ligirtentangan dengan
peraturan Undang-Undang Kepatutan.

Sedangkan Akta Jual Beli (AJB) adalah akta oteydikg dibuat oleh PPAT
untuk peralihan ha katas tanah dan bangunan. PeéambAdB sudah diatur
sedemikian rupa melalui Peraturan Kepala BPN (PEBKNX) Nomor: 08
Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga RiRgdal mengikuti
format baku yang sudah disediakan.

Akta Jual Beli ini timbul oleh karena jual beli suddibayarkan dan syarat-
syarat jual beli sudah dipenuhi oleh para pihalu@edengan kewajiban
masing-masing. Dan dengan telah ditanda tanganitédgbut maka AJB
tersebut didaftarkan ke BPN sehingga proses paralitak milik menjadi
hak pembeli dapat dilakukan dan sesuai dengan BasdaP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan aktab@liamerupakan
bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihanahe lelang) bahwa hakatas

tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain.



3. Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 37/R@0E6/PN.Medan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diteriava menghukum
Penggugat untuk membayar biaya perkara yang samapiaini ditetapkan
sejumlah Rp.3.620.000,- (tiga juta enam ratus duluhpribu rupiah).
Majelis Hakim berdasarkan uraian kasus berpendgpkts dan terang
memperlihatkan bahwa perbuatan para Tergugat tdgrdebndentifikasi
melakukan penipuan, atau dengan kata lain Penggelgat merasa ditipu.
Menimbang, Mejelis Hakim tidak menemukan alat byking diajukan oleh
Penggugat tentang Para Tergugat telah melakukapyzen atau setidak-
tidaknya Putusan Pidana yang menyatakan Para Tardagat dinyatakan

melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib sedatiar akan kewajibannya
bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan penubaréganggung jawab, dan
menjalankan tugasnya sebagai pejabat public untelayani masyarakat
dalam mebuat akta, selalu memiliki itikad baik datak dengan sengaja
melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerub&gi para pihak
yang berpotensi menimbulkan sengketa.

2. Dalam proses jual beli diharapkan agar langsuegbuat Akta Jual Beli
oleh karena Akta Jual beli merupakan bukti sahaigeaisalah lelang, jika
peralihannya melalui lelang) hak atas tanah darglrzan sudah beralh

kepada pihak lain, tanpa harus membuat akta parikaal beli lagi.



3. Hendaknya Penggugat yang merasa ditipu melakupaya hukum secara
pidana. Setelah kasus pidana mempunyai kekuatgmthatu lah
mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menjadikasan pengadilan

pidana tersebut sebagai bukti.
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